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ABSTRAK 
Fauzi Ahmad Abdillah (E21112001), Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar,xii+107 halaman + 8 tabel + 7 gambar + 27 Pustaka (2003-2015)+ 
6 lampiran. Dibimbing oleh H.Muh.Akmal Ibrahim dan Nelman Edy. 
Kebutuhan masyarakat akan paspor belakangan ini sangat meningkat, dalam 
proses pelayanan paspor, kantor imigrasi menerapkan program inovatif one stop 
service / Pelayanan Paspor Terpadu (PPT) sebagai langkah konkret pelayanan 
paspor yang lebih baik. Namun, berdasarkan data yang diperoleh penulis 
menemukan bahwa penerapan program ini belum maksimal dilihat dari pengetahuan 
masyarakat dalam teknologi informasi. 
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang inovasi 
pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan 
tipe deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya berdasarkan pada 3 kriteria Innovative 
Governance yakni dampak, kemitraan dan keberlanjutan.Instrument pengumpulan 
data adalah wawancara, observasi dan dokumen yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan program 
inovatif pelayanan paspor di kantor imigrasi sudah berjalan dengan baik, dapat 
dilihat pelayanan yang berdasarkan SOP serta dampak yang positif dirasakan oleh 
masyarakat dan lembaga, selain itu kemitraan yang melibatkan semua unsur Good 
Governance serta dukungan dari beberapa sektor sudah terpenuhi. Namun, diantara 
keberhasilan tersebut, pelayanan paspor online berjalan kurang baik dikarenakan 
mind-set calon pemohon menganggap bahwa permintaan secara offline terbilang 
lebih efektif dan efisien.  
Kata Kunci : Inovasi Pelayanan, Kualitatif, Paspor  
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ABSTRACT 
Fauzi Ahmad Abdillah (E211 12 001), Passport Service Innovation In Imigration 
Office Class I Makassar + 8 tables + 7 Pictures + 27 References + 6 Attachements. 
Supervised by H. Muh. Akmal Ibrahim and Nelman Edy 
The public necessary on passport lately increases significantly, in passport 
service procedure, imigration office undertake an innovative program namely one 
stop service (PPT) as a better step in passport service. However, based on the data 
carried out, the writer found that the implementation of this program is not effective 
seen from inhabitants prior knowledge about this information technology. 
 Generally this research aimed to describe passport service innovation in 
immigration office class I Makassar. The type of this research is descriptive 
qualitative, focused on three innovative governance criterias, they are impacts, 
relationship and sustainable. The collecting data instruments are interviewing, 
observation and documents related to the research problem / object. 
 The result of this research show that generally the implementation of the 
innovative passport service program in immigration office is good. It can be seen 
from the service based on SOP, and positif impacts that are felt by the public and the 
institution besides, the relationship involving all the stakeholder of governance and 
supporting from some sectors are fulfilled. However, among that successes, the 
online passport service is not good enough because the mind-set of appellants 
consider that offline request is more effective and efficient. 
 
Keywords : service innovation, qualitative, passport 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
 Dewasa ini, kinerja birokrasi pelayanan publik menjadi isu yang semakin 
strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam 
kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja 
birokrasi akan bisa memperbaiki iklim investasi yang amat diperlukan oleh bangsa 
ini untuk segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Buruknya kinerja 
birokrasi publik di Indonesia sering menjadi determinan yang penting dari penurunan 
minat investasi. Sayangnya, kinerja birokrasi publik di indonesia dari berbagai studi 
dan observasi tidak banyak mengalami perbaikan, bahkan cenderung menjadi 
semakin buruk. Akibatnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam menarik 
investasi, belum lagi ditambah dengan masalah-masalah lain, seperti ketidakpastian 
hukum dan keamanan nasional. Ini semua tentu menghambat upaya bangsa ini 
untuk segera keluar dari krisis ekonomi. 
 Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan 
memiliki implikasi luas, terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan 
masyarakat kepada pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi yang dianggap tidak 
tanggap dengan permasalahan publik, berbelit-belit, jauh dari pelayanan prima dan 
rentang dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) menjadi faktor penting 
yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 
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Protes,demosntrasi,dan bahkan pendudukan kantor-kantor pemerintah oleh 
masyarakat yang banyak terjadi diberbagai daerah menjadi indikator dari besarnya 
ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya. 
 Berbagai permasalahan tersebut sebenarnya telah mendapat perhatian oleh 
pemerintah melalui komitmen nasional ditunjukkan dengan adanya undang-undang 
nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 
Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menegaskan reformasi birokrasi 
sebagai prioritas utama, dan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi 
Birokrasi Nasional yang dipimpin oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan 
reformasi birokrasi. Reformasi ini harus dilakukan mulai dari pejabat tertinggi, seperti 
presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen 
dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama diikuti 
oleh seluruh aparatur dibawahnya. 
 Upaya pemerintah mereformasi birokrasi di Indonesia untuk saat ini dapat 
dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Indikasinya adalah buruknya pelayanan 
publik dan masih maraknya perkara korupsi. Berbagai permasalahan/hambatan 
yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau 
diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. 
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi 
adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya 
guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan 
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pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu 
pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan 
strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan 
dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil 
langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 
(www.u.lipi.go.id) 
Dari pandangan diatas, reformasi birokrasi menuntut organisasi publik untuk 
senantiasa meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya 
masing-masing. Menurut miftha thoha (1994) “pelayanan publik merupakan suatu 
kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan 
publik, mempersingkat waktu pelayanan dan memberikan kepuasan kepada publik”. 
Hal ini menunjukkan bahwa arah reformasi birokrasi ialah peningkatan 
kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik yang efesien dan efektif. Salah 
satu proses yang terpenting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan 
pelayanan publik itu ialah dengan adanya inovasi. Inovasi sering kali diterjemahkan 
sebagai penemuan baru, namun sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi 
sangat ditekankan untuk inovasi sektor swasta . sedangkan, inovasi  pada sektor 
publik lebih ditekankan pada aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi 
tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih 
efektif, efesien dan berkualita, murah dan terjangkau. Inovasi dalam buku 
manajemen perubahan dan inovasi karya Amy Y.S Rahayu menjelaskan bahwa 
inovasi menjadi terminologi yang populer dekade ini menyusul meningkatnya 
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desakan publik terhadap perubahan kinerja dari organisasi baik itu privat maupun 
publik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa efektifitas dan efesiensi suatu organisasi dapat 
menjadi satu alasan mendasar kenapa banyak sekali tuntutan adanya inovasi seiring 
meningkatnya kemajuan teknologi. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menghindari 
tuntutan inovasi. 
 Menurut Ducker (2002) inovasi merupakan hasil kerja dari knowing 
dibandingkan doing. Inovasi dapat dilakukan secara efektif dengan memperhatikan 
aspek utama dalam organisasi. Proses ini tidak hanya mengidentifikasi kesempatan 
yang menarik tetapi juga membutuhkan seseorang individu untuk mencapai respon 
yang disebut sebgaai functional inspiration. Inovasi merupakan konsep yang relatif 
baru dalam literatur administrasi publik (public administration). Hasil penelitian David 
Mars (dalam Lee, 1970) mengungkapkan bahwa sampai tahun 1966 tidak ditemukan 
publikasi dari tulisan administrasi publik yang mengulas tentang inovasi. Adapun 
literatur klasik yang memuat konsep inovasi dalam konteks reformasi antara lain 
adalah artikel “Innovation in Bureaucratic Institutions” tulisan Alfred Diamant yang 
dimuat dalam jurnal Public Administration Review (PAR) pada tahun 1967. Selain 
itu, adalah buku karya Caiden yang berjudul “Administrative Reform”, diterbitkan 
pada tahun 1969. Dalam bukunya tersebut, Caiden menguraikan inovasi sebagai 
bagian dari reformasi administrasi (administrative reform). Beberapa tulisan tersebut 
menandai mulai diperhatikannya inovasi oleh para pakar administrasi publik. Hanya 
saja, konsep inovasi kemudian masih belum cukup popular dalam ranah administrasi 
publik dan reformasi administrasi ( Asropi dalam jurnal ilmu administrasi volume 5 
nomor 3 tahun 2008). 
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Dewasa ini inovasi layanan sektor publik sedang ramai diperbincangkan 
dikalangan pemerintah, BUMN,BUMD dan organisasi lainnya. Dalam lima tahun 
terakhir, praktek inovasi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah di Indonesia 
telah diungkapkan dalam sejumlah literatur. Beberapa daerah yang sering menjadi 
rujukan sebagai best practices penerapan inovasi antara lain adalah Propinsi 
Gorontalo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Jembrana. Menilik kinerja ketiga 
daerah tersebut, terbukti inovasi sangat diperlukan bagi birokrasi pemerintah dalam 
proses reformasi. 
Kisah keberhasilan inovasi Gorontalo, Sragen dan Jembrana ini sebenarnya 
telah banyak dikemukakan dalam berbagai tulisan di jurnal, surat kabar, dan 
seminar-seminar. Seiring dengan hal tersebut, inovasi kemudian menjadi kata yang 
populer dilidah dan telinga penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Dalam 
perkembangan sekarang ini, inovasi bahkan diyakini sebagai keharusan bagi setiap 
organisasi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada 
masyarakat. Seperti halnya inovasi pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kota 
Makassar. Keberadaan Kantor Imigrasi di Kota Makassar dibawah Direktorat 
Jenderal Imigrasi dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting. Terlebih 
dalam hal pelayanan masyarakat dalam pengurusan hal - hal seperti dokumen 
perjalanan, visa dan fasilitas, ijin tinggal dan status, intelijen, penyidikan dan 
penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi 
keimigrasian. 
Salah satu program inovasi dalam pelayanan paspor yang diterapkan 
Direktorat Jenderal imigrasi melalui kantor imigrasi kota makassar yaitu Sistem 
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Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)/ One Stop Service (OSS). Dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayana publik, pemerintah mulai tahun 1997 memperbaiki 
manajemen pelayanan publik dengan mengembangkan system pelayanan terpadu. 
Kemudian pada tahun 2006 melalui Departemen Dalam Negeri menerbitkan 
Permendagri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu satu Pintu yang menekankan Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non 
perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke 
tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat”.. karena itu diberi istilah 
"Pelayanan Satu Kali Selesai" (one stop service), yaitu pelayanan yang dilakukan 
oleh suatu kantor, dimana masyarakat memerlukan pelayanan apa saja dapat 
dilakukan dengan menghubungi dan menerima layanan dari kantor tersebut. Yang 
berfungsi sebagai Front line yang juga sebagai Back line. Tujuan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan publik. Walaupun berbagai masalah masih mewarnai pelaksaaannya, 
tetapi komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin 
diperkuat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 
Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) / Sistem One StopZ 
Service (OSS) merupakan terobosan Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian 
Hukum dan HAM berupa penyederhanaan atas prosedur birokrasi yang panjang 
yang sebelumnya harus mengantri empat kali menjadi mengantri satu kali dalam 
mendapatkan pelayanan paspor. Harapannya adalah untuk meningkatkan kepuasan 
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masyarakat ketika mengajukan permohonan penerbitan paspor di setiap kantor 
Imigrasi. Teroboson ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh 
Dirjen Imigrasi seperti rendahnya ke pastian layanan,kinerja kelembagaan yang 
kurang efektif, adanya praktik percaloan, permasalahan antrian di kantor layanan, 
permasalahan perlakuan pelayanan kepada masyarakat, profesionalisme petugas 
pelayanan dan sosialisasi kepada  masyarakat/Humas keimigrasian.  
Sebelumnya untuk mengajukan permohonan paspor, masyarakat harus 
mengantri empat kali, saat menyerahkan berkas, pembayaran foto dan wawancara. 
Melalui metode dari sistem baru ini, empat proses tersebut disatukan dalam satu 
meja. Jadi, masyarakat hanya perlu mengantri satu kali saja untuk mendapatkan 
pelayanan paspor. 
 Tujuan dilakukannya terobosan ini adalah untuk meningkatkan kepastian 
layanan pembuatan dan perpanjangan paspor kepada masyarakat yang dinilai 
semakin peka terhadap perlakuan pelayanan dari petugas dan infrastruktur 
pelayanan baik yang positif maupun negatif, selain itu juga dapat meminimalisir 
praktek percaloan. Strategi yang dilakukan untuk melakukan terobosan ini adalah 
dengan merubah paradigma pelayanan paspor berupa perubahan bisnis proses 
dalam pelayanannya. Selain itu dlakukan pula perubahan terhadap sistem antrian 
karena tempat layanan yang menjadi satu serta pembayaran paspor melalui bank.    
( sumber: website http://www.imigrasi.go.id/) 
Berdasarkan pengamatan penulis, fenomena yang diperoleh sebagai 
pemohon pembuatan paspor yang berbasis One Stop Service (OSS), masih 
8 
 
mengantri tiga kali, mulai dari penyerahan berkas, foto, wawancara dan pembayaran 
yang baru diperkenankan esok hari dengan mengambil resi pembayaran dikantor 
imigrasi, dalam artian masih memerlukan dua hari dalam pengurusan paspor secara 
manual hal ini dianggap belum memberikan dampak signifikan kepada masyarakat 
sebagai pengguna layanan dalam hal efektif dan efesiensi layanan, belum lagi 
praktik percaloan yang masih marak, ketidak tegasan petugas dalam sistem 
pengantrian, produktivitas layanan yang masih rendah dengan adanya pembatasan 
layanan dalam sehari kerja, pengurusan paspor secara manual sebanyak 100 orang 
dan pengurusan untuk jalur online sebanyak 50 orang yang dianggap masih tidak 
produktiv setelah berlakunya inovasi layanan sistem one stop service / OSS, dalam 
pengamatan penulis juga menemukan masih kurangnya sarana dan prasarana yang 
mendukung dalam pelayanan seperti sedikitnya loket dalam melayani masyarakat, 
penggunaan teknologi yang masih kurang, tidak tersedianya perbankan disekitar 
kantor imigrasi sebagai mitra agar mempermudah pembayaran, hal ini terkesan 
pemerintah masih setengah-setengah dalam menjalankan inovasi layanan paspor 
ini.  
 Kurangnya sosialisasi tentang pembuatan paspor secara online yang 
dianggap lebih mempermudah dalam pengurusan paspor juga menjadi  bukti tidak 
berjalannya secara maksimal inovasi layanan paspor tersebut. Belum lagi dengan 
Permasalahan visa haji membuat banyak jamaah tertunda untuk berangkat ke 
Tanah Suci, tertukarnya visa dan paspor jamaah haji serta terjadinya pungli yang 
menurut keluhan diterima Komisi VIII DPR RI saat pengurusan paspor, yang 
diketahui biaya resmi pembuatan paspor sebesar Rp.360.000,- namun menurut  
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yang dibayar calon haji bervariasi antara Rp.380.000 – Rp. 400.000 ribu rupiah. 
(sumber : harian fajar, 24 Agustus 2015 ) 
Penulis berpendapat bahwa, dengan melihat komponen dari program ini 
masyarakat masih kurang merasakan dampak dari adanya inovasi layanan paspor 
One Stop Service/OSS / Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT). 
Pentingnya pelayanan paspor ini dapat kita lihat dari banyaknya permintaan 
pengurusan paspor dari masyarakat ditiap bulannya, yang mencapai ribuan paspor. 
Hal ini menandakan bahwa mobilitas masyarakat semakin tinggi yang akan 
berpengaruh pada kebutuhan masyarakat akan paspor dan diharapkan pelayanan 
yang diberikan semakin baik serta produktivitas layanan meningkat dengan adanya 
inovasi tersebut. 
Melihat dari penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji bagaimanakah dampak yang diperoleh masyarakat dan lembaga dengan 
adanyanya inovasi pelayanan ini, dengan siapa pemerintah bermitra dalam 
melakukan inovasi dengan melihat rumusan good governance yaitu keterlibatan 
pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, serta apakah inovasi layanan paspor ini 
dapat berkelanjutan dengan melihat aspek dukungan legislative, eksekutif, sarana 
dan prasarana, lingkungan, sumber daya manusia serta peran pemimpin terhadap 
inovasi layanan paspor ini.  
Untuk menjawab hal tersebut penulis berasumsi instrument best practices 
yang digunakan oleh UN (United Nation) yang dikutip dalam Report of the 
Preparatory Committee for the United Nation Conference on Human Setlement yang 
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di presentasikan pada sidang umum PBB dapat digunakan dalam menjawab 
permasalahan yang ada untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dengan 
indikator: 1). Memiliki dampak yang positif kepada masyarakat dan kelembagaan; 2) 
merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor swasta dan 
masyarakat sipil; dan 3) berkelanjutan dilihat dari dukungan legislative,eksekutif, 
masyarakat, sarana dan prasarana, SDM serta teknologi. olehnya itu mendorong 
penulis untuk mengangkat sebuah judul : “Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar”. 
I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi 
pokok permasalahan pada penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana dampak inovasi layanan paspor di kantor imigrasi kelas I 
Makassar. 
2. Bagaimana kemitraan inovasi layanan paspor di kantor imigrasi kelas I 
Makassar. 
3. Bagaimana keberlanjutan inovasi layanan paspor di kantor imigrasi kelas 
I Makassar. 
I.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian yang dikemukakan maka 
tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak adanya inovasi layanan 
paspor di kantor imigrasi kelas I Makassar. 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kemitraan inovasi layanan paspor di 
kantor imigrasi kelas I Makassar. 
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan keberlanjutan inovasi layanan 
paspor di kantor imigrasi kelas I Makassar. 
I.4. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian diatas yang mempunyai dua dimensi utama 
yaitu : 
1. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 
manfaat bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian 
informasi atau sebagai referensi mengenai inovasi pelayanan paspor di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.  
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan 
kontribusi bagi pelaksanaan pelayanan paspor serta program-program 
inovatif lainnya di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Konsep Inovasi 
II.1.1 Defenisi Inovasi 
  Secara umum inovasi sering kali diterjemahkan sebagai penemuan baru, 
namun sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi 
sektor swasta . sedangkan, inovasi  pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek 
“perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu 
memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efesien dan berkualita, murah dan 
terjangkau. ( Angraeny dalam jurnal kebijakan dan manajemen publik Vol. 1, no. 1. 
2013) 
  Inovasi menjadi terminologi yang populer dekade ini menyusul meningkatnya 
desakan publik terhadap perubahan kinerja dari organisasi baik itu privat maupun 
publik. Sejumlah ahli telah berupaya untuk mendefenisikan inovasi. Terminologi 
inovasi juga digunakan secara positif dalam dinamika perubahan organisasi ke arah 
yang lebih baik. Inovasi erat kaitanya dengan perubahan dalam sebuah organisasi. 
Perubahan dan inovasi merupakan sebuah fenomena yang tumpang tindih 
sehinggah diperlukan ada kejelasan defenisi diantara keduanya. 
  Dalam terminologi umum, inovasi adalah satu ide kreatif dimana 
diimplementasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah (UN,2007 
dalam Sangkala 2013 :26). 
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  Osborne & Brown (2005) dalam Rahayu Y.S (2015 : 81) menyatakan bahwa 
inovasi merupakan representasi dari ketidakberlanjutan kondisi dimasa yang lalu. 
Ketidakberlanjutan ini menjadi karakteristik yang membedakan inovasi dari 
perubahan. Lebih lanjut dikatakan inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru 
ke dalam pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi 
baru, manajemen atau keterampilan proses yang baru. 
  Pugh dalam Rahayu Y.S (2015 : 84) menyatakan inovasi adalah sebuah 
pengenalan atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi dicerminkan oleh produk-
produk dan proses produksi baru, kemajuan dalam teknologi komunikasi, organisasi 
dan layanan baru disektor publik dan sektor non-profit. 
  Daft dalam Rahayu Y.S (2015 : 84) menyatakan bahwa inovasi organisasi 
berkaitan dengan adopsi sebuah idea atau perilaku yang sifatnya baru bagi 
organisasi yang mengadopsinya. Secara lebih khusus, inovasi didefenisikan sebagai 
sebuah awal penggunaan ide oleh sebuah organisasi dengan tujuan yang sama. 
Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa inovasi memiliki nilai tambah karena 
keterbaruan yang dibawa ke dalam organisasi. 
  Inovasi merupakan hasil kerja dari Knowing dibandingkan doing, inovasi 
dapat dilakukan secara efektif dengan memperhatikan aspek utama dalam 
organisasi, Ducker dalam Rahayu Y.S (2015 : 103).  Proses ini tidak hanya 
mengidentifikasikan kesempatan yang menarik tetapi juga membutuhkan seorang 
individu untuk mencapai respon yang disebut sebagai fuctional inspiration. 
  Meskipun terdapat perbedaan sudut pandang dalam menilai inovasi tetapi 
Osborne & Brown (2005) dalam Rahayu Y.s (2015 : 82) memberikan beberapa fitur 
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yang menjadi dasar dalam inovasi. Pertama, inovasi menggambarkan keterbaruan. 
Beck dan whistler (1967) berargumen bahwa keterbaruan dapat didefenisikan 
secara literature sebagai “first use” dari sebuah pengetahuan baru. Meskipun 
sejumlah studi merekomendasikan defenisi relatife dari konsep keterbaruan terkait 
keterbaruan bagi seseorang, organisasi, komunitas atau situasi, tidak 
merepresetasikan apakah ide tersebut merupakan ‘first use’ atau bukan ( Knight 
1967 ; Mohr 1969; Pettigrew 1973; and Zaltman et al. 1973 dalam Osborne & Brown, 
2005, hal 120).  
  Fitur kedua, dari inovasi adalah hubungan terhadap penemuan consensus 
bahwa penemuan adalah sebuah generalisasi dari ide yang baru, there is none as to 
whether this is an intrinsic part of innovation. Urbe (1988) menilai bahwa inovasi 
terdiri dari the generation of a new idea dan di implementasikan ke dalam produk, 
proses atau pelayanan baru. Inovasi tidak pernah merupakan sebuah fenomena 
satu waktu tetapi sebuah proses panjang dan kumulatif dari sebuah proses 
pembuatan kebijakan organisasi dari fase generalisasi ide baru ke dalam tahap 
implementasi. 
  Fase ketiga dari inovasi adalah proses dan outcome. Sejumlah studi 
memfokuskan pada prose alami sebagai sebuah proses transformasi (Thompson 
1965; Pettigrew 1973; Urabe 1988 dalam Osborne & Brown, 2005 hal 120). Hal ini 
memungkinkan untuk membahas inovasi sebagai produk actual dari proses ini 
(Kimberly 1981 dalam Rahayu Y.s, 2015 : 83). 
  Halverson dkk (2005) dalam sangkala : 2013 lebih lanjut menyatakan bahwa 
di dalam mempelajari inovasi dalam sektor publik, harus bergerak dari interpretasi 
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inovasi yang terlalu sempit karena akan memberikan kesulitan dalam mengukur nilai 
didalam sektor publik. Bartos (2002) mendefenisikan inovasi yang tepat bagi sektor 
publik yaitu “suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang 
mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau 
kualitas output oleh suatu organisasi. 
  Dari defenisi para tokoh tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Inovasi erat 
kaitannya dengan perubahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Sebagaimana 
telah dijelaskan sebelumnya bahwa inovasi menjadi satu kunci yang bisa digunakan 
oleh organisasi dalam menghadapi sebuah perubahan. Defenisi inovasi yang 
cenderung positif karena inovasi menjadi strategi yang digunakan oleh organisasi 
untuk menyediakan manajemen perubahan yang efektif. Organisasi akan berbicara 
mengenai bagaimana poin-poin keterbaruan yang menjadi karakter inovasi dapat 
dikembangkan secara keseluruhan melalui perencanaan, pengorganisasian, 
kepemimpinan, dan kotrol sehinggah dapat menghubungkan semua aspek 
organisasi. 
II.1.2 Tingkatan inovasi 
  Shapiro (2002) dalam Rahayu Y.S, 2015 : 95 secara tegas menyatakan 
bahwa inovasi merupakan suatu capability (kapabilitas). Bagi organisasi yang 
inovatif, seluruh aspek dari suatu kapabilitas harus dipertimbangkan. Inovasi sebagai 
suatu kapabilitas dapat dilihat dalam tingkatan pengembangan inovasi dalam 
dimensi penambahan nilai atau vale added, dan kondisi kecanggihan atau 
sophistication. Pada tingkatan pertama, inovasi sebagai event, pada tingkatan kedua 
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sebagai process, dan tingkatan ketiga, inovasi sebagai capability. Berikut ini 
ilustrasinya ; 
 
Gambar II.1: Tingkatan-tingkatan inovasi 
 
     
 
 
 
 
 
(Shapiro , 2002) dalam Rahayu Y.S, 2015 : 95 
 Tingkat pertama, kebanyakan orang melihat inovasi hanya sebagai ‘event’ 
atau kejadian semata, memang demikian pada awalnya. Inovasi dalam tingkatan 
sebagai event, pada awalnya memang baru berupa brainstorming dan kontes 
memamerkan ide-ide baru. Jika ide-ide baru tersebut diterima oleh organisasi maka 
di sana ada nilai tambah bagi organisasi. Syarat pada tahapan ini adalah perlunya 
prakondisi yang mendukung, dan kepemimpinan yang terbuka. Pada tingkatan yang 
lebih tinggi, inovasi tidak hanya sekedar ide-ide baru, namun juga menjadi bagian 
dari suatu proses produksi, di mana organisasi memasukkan inovasi ke dalam 
perencanaan, dan struktur dari pemecahan masalah, mewujudkannya, dan 
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mengembangkannya serta mengevaluasi implementasi dari ide-ide baru tersebut. 
Prakondisi pertama selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah peluang baru 
lengkap dengan dukungan infrastruktur dan sumberdaya yang diperlukan. Tingkatan 
selanjutnya inovasi akan sebagai capability manakala inovasi tidak hanya untuk 
memecahkan masalah semata, melainkan merepresentasikan organisasi itu sendiri 
dan apa yang mereka lakukan sepenuhnya sangat inovatif. 
II.1.3 Kriteria Inovasi 
  Dengan merujuk kepada sejumlah pemahaman mengenai inovasi, dapat 
disimpulkan bahwa sebuah program yang inovatif bisaanya akan menjadi best 
practices. Dalam siding umum  PBB, telah merekomendasikan bahwa Best practices 
digunakan oleh UN sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang 
didasarkan atas apa yang terjadi di lapangan,. Best practice memiliki tiga 
karakteristik yang dikutip dalam Report of the Preparatory Committee for the United 
Nation Conference on Human Setlement yang di presentasikan pada sidang umum 
PBB, yaitu: 
 Memiliki dampak yang dapat ditunjukkan dan didemonstrasikan dalam 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 
 Merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor 
swasta dan masyarakat sipil; 
 Berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. 
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  Atas dasar pertimbangan tersebut, maka instrument best practices inilah 
yang dipilih untuk digunakan dalam menilai inovasi program yang ada dan yang 
telah ditetapkan. 
  Adapun kriteria best practices menurut UN (dalam Sangkala, 2014 : 8) 
terdiri atas : 
1. Dampak (Impact), sebuah best practice harus menunjukkan sebuah 
dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan kondisi 
kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak 
beruntung. 
2. Kemitraan (partnership), sebuah best practice harus didasarkan pada 
sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya 
melibatkan dua pihak. 
3. Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practice harus membawa 
perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut : 
a. Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal 
yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi; 
b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang 
memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun; 
c. Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang 
memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab 
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beragam tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah 
pusat dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat. 
d. Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel 
dapat membuat lebih efektif penggunaan sumber daya 
manusia, teknik dan keuangan. 
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan 
community empowerment) yakni : 
a. Kepemimpinan yang menginspirasikan bagi adanya tindakan 
dan perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam 
kebijakan publik; 
b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas 
lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan 
oleh masyarakat tersebut. 
c. Penerimaan dan bertanggungjawab terhadap perbedaan sosial 
dan budaya. 
d. Kemungkinan bagi adanya transfer (transferability) 
pengembangan lebih lanjut dan replikasi. 
e. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada. 
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan 
social inclusion) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan 
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respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan 
kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, 
usia dan kondisi fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai 
terhadap kemampuan yang berbeda. 
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation within 
local content dan transferability).   
II.1.4 Jenis inovasi dalam sektor publik 
  Halversen dkk (dalam sangkala, 2014 : 30) membagi tiga tipe spektrum 
inovasi dalam sektor publik : 
1. Incremental innovation to radical innovation (ditandai oleh tingkat 
perubahan, perbaikan inkremental terhadap produk, proses layanan 
yang sudah ada.  
2. Top Down Innovation to bottom-up innovation (ditandai olehmereka yang 
mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top 
manajemen atau organisasi atau institusi di dalam hirarkhi, bermakna 
dari para pekerja di tingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayanan 
masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah). 
3. Needs led innovations and efficiency-led innovation (ditandai apakah 
inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau 
agar produk, layanan, atau prosedur yang sudah ada lebih efisien). 
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  kemudian tipologi inovasi di sektor publik menurut Halvorsen adalah sebagai 
berikut : 
a. a new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang 
diperbaiki), misalnya kesehatan di rumah. 
b. process innovation (inovasi proses), misalnya perubahan dalam 
proses penyediaan pelayanan atau produk 
c. administrative innovation (inovasi administratif), misalnya 
penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari 
perubahan kebijakan 
d. system innovation (inovasi sistem), adalah sistem baru atau 
perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan 
organisasi baru atau bentuk baru kerjasama dan interaksi 
e. conceptual innovation (inovasi konseptual), adalah perubahan 
dalam outlook, seperti misalnya manajemen air terpadu atau 
mobility leasing  
f. radical change of rationality (perubahan radikal), yang dimaksud 
adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari 
pegawai instansi pemerintah  
  Dalam kaitannya dengan manajemen sektor publik, inovasi berarti 
penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta standard operating 
system yang baru bagi sektor publik untuk meyelesaikan persoalan publik. Dengan 
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demikian, menurut Adriana Alberti and Guido Bertucci (dalam UN, 2006) inovasi 
dalam governance maupun administrasi publik merupakan suatu jawaban kreatif, 
efektif dan unik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai 
jawaban baru atas masalah-masalah lama. 
a. Inovasi institutional, yang fokusnya adalah pembaruan lembaga yang 
telah berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaharuan lembaga ini 
membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan 
satu lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif 
dan tidak memberikan kontribusi riil dalam penyelengaraan publik perlu 
dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak membebani 
anggaran publik. 
b. Inovasi organisasional, termasuk introduksi prosedur pekerjaan atau 
teknik manajemen baru dalam administrasi publik. Upaya menemukan 
metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat 
diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan 
kompetensi individu dan penerapan teknologi baru. 
c. Inovasi proses, fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian 
pelayanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan-
sentuhan inovasi terutama dalam hal service delivery, efisiensi layanan 
dan kemudahan akses layanan. 
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d. Inovasi konseptual, fokusnya adalah bentuk-bentuk baru governance 
(seperti: pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan governance, 
reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan hoizontal). 
II.1.5  Strategi Inovasi Dalam Pemerintahan 
  Inovasi dan analisis praktek yang sukses (dalam Sangkala :2013) 
menunjukkan bahwa ada lima strategi utama didalam sektor pemerintahan yaitu: 
1. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan 
sejumlah layanan, warga memiliki harapan tidak sederhana dimana 
warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan 
kenyamanan. Kewenangan publik seringkali mengintegrasikan produk 
dan ayanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. 
Misalnya penggunaan call center, email, kartu debit, e-Government 
dan lain-lain. 
2. Desentralisasi pemberian layanan dan monitoring layanan, akan 
membawa layanan lebih dekat dengan masyarakat dan bisaanya 
membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi 
sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis. 
Desentralisasi layanan mendorong pengembangan ekonomi baru. 
Desentralisasi layanan meningkatkan partisipasi warga dan 
meningkatkan kepercayaan dalam pemerintahan. 
3. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang 
inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efesien 
dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan 
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juga terjadi kerjasama antar publik dan swasta. Misalnya kolaborasi 
dengan organisasi bisnis dalam upaya mempromosikan efesiensi dan 
kualitas layanan administrasi publik. 
4. Pelibatan warga negara. Kewenangan pemerintahan yang inovatif 
harus merealisasikan peran pentingnya dengan mendorong peran 
warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan. Ketika 
pemerintah menyediakan forum bagi publik untuk mengekspresikan 
pandangannya dan terlibat didalam seluruh langkah-langkah proses, 
maka hasil inovasi lebih memiliki kemungkinan untuk sukses dan lebih 
luas jangkauannya. Pendekatan partisipasi memungkinkan warga 
mengungkapkan kebutuhan dan opininya terhadap proposal teknis 
dan memfasilitasi penerapan proyek yang diberikan dan memastikan 
kesuksesan yang berkelanjutan dari sebuah inovasi perubahan. 
5. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. United Nation World 
Publik Sector Report tahun 2004 mencatat penggunaan layanan 
berbasis internet untuk memotong red tape dengan cepat keseluruh 
sektor publik. Kontribusi internet untuk meyederhanakan dan 
memperbaiki cara warga negara memperoleh informasi dan 
berkomunikasi dengan entitas publik. Internet dapat juga bermanfaat 
sebagai alat perbaikan transparansi dan integritas dalam administrasi 
publik. 
  Sementara menurut laporan UNDESA, (dalam suwarno : 2008 ) keharusan 
sektor publik berinovasi karena alasan-alasan berikut : 
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1. Demokratisasi 
 Fenomena demokratisasi telah menyebar ke seluruh dunia, melewati 
batas-batas kedaulatan, ideologi dan politik bangsa-bangsa. 
2. Perjanjian internasional/glocalization 
 Perjanjian internasional sebagai bagian dari konsekuensi globalisasi 
dan interaksi antar bangsa dalam rangka kerjasama. 
3. Brain drain 
 Fenomena human capital flight yang terjadi dari negara berkembang 
ke negara maju, sehingga terkadi ketidak seimbangan persebaran sumber 
daya manusia unggulan. Alhasil kesenjangan sosial ekonomi politik antara 
negara maju dengan negara berkembang makin melebar. 
4. Negara pasca konflik, demokrasi dan ekonomi transisi 
 Beberapa negara baru saja melewati masa konflik dan instabilitas 
poplitik akibat perang atau friksi kepentingan politik dalam negeri. Saat ini 
mulai mengadopsi sistem demokrasi serta mengalami transisi 
5. Moral pegawai negeri 
 Moralitas menjadi salah satu isu integritas pegawai dalam penataan 
birokrasi yang lebih baik. 
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6. Sumber baru persaingan: privatisasi dan outsourcing 
 Privatisasi dan outsourcing adalah fenomena organisasional yang 
telah merambah sektor publik sejak lama. Hal ini berdampak pada 
perubahan struktur, budaya kerja dan lingkungan dinamis organisasi.Dalam 
hal inovasi di sektor publik, pemerintah mempunyai tiga peranan kebijakan 
terkait dengan inovasi. Yaitu : 
1. Policy innovation: new policy direction and initiatives (inovasi kebijakan) 
2. Innovations in the policy-making process (inovasi dalam proses 
pembuatan kebijakan) 
3. Policy to foster innovation and its diffusion (kebijakan untuk 
mengembangkan inovasi dan penyebarannya) 
  Berkenaan dengan itu Berry & Berry menjelaskan bahwa penyebaran inovasi 
kebijakan terjadi dengan merujuik pada dua determinan penting, yaitu internal 
determinant, dan regional difusion. Yang dimaksud dengan internal determinant atau 
penentu internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan  politik sebuah negara 
menentukan keinovativan sebuah negara. Sedangkan regional diffusion atau difusi 
regional adalah kemungkinan sebuah negara mengadopsi kebijakan tertentu lebih 
tinggi jika negara-negara tetangganya telah mengadopsi kebijakan tersebut. 
  Sebuah contoh ilustrasi dari internal determinants yang menyebabkan 
terjadinya inovasi kebijakan adalah perubahan sosial ekonomi dalam negeri, 
demonstrasi publik, instabilitas politik yang memaksa terjadi perubahan  kebijakan 
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mendasar yang berkenaan dengan kepentingan publik. Regional diffusion terjadi 
ketika negara tetangga atau negara lain menerapkan kebijakan tertentu yang ditiru 
oleh kita. Misalnya dalam hal kebijakan di bidang lalu lintas, d Malaysia diberlakukan 
kewajiban menyalakan lampu bagi pengendara sepeda motor untuk menekan angka 
kecelakaan. Kebijakan ini kemudian di tiru oleh Indonesia, terutama di beberapa 
kota besar, dengan hasil yang  diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu 
linas. 
  Dengan demikian, inovasi kebijakan terjadi karena salah satu dari dua faktor 
tersebut, atau terjadi juga karena dua faktor tersebut. 
 
Gambar II. 2 
Inovasi Kebijakan 
 
Sumber : suwarno : 2008 : 63 
INTERNAL 
DETERMINANTS 
INOVASI 
KEBIJAKAN 
REGIONAL 
DIFFUSION 
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  Dalam sebuah studi inovasi di sektor publik melalui survey yang dilakukan 
oleh Borin dalam The Challenge of Innovating in Government tahun 2001 
mengindikasikan bahwa : 
1. 50% inovasi di sektor publik merupakan inisiatif dari front line staff dan 
manager tingkat menengah (middle manager) 
2. 70% inovasi yang dihasilkan bukan merupakan respon dari krisis 
3. 60% inovasi melewati batas-batas organisasional (cut cross organizational 
boundaries) 
4. inovasi hadir lebih dikarenakan oleh motivasi untuk dikenali atau dihargai 
(recognition) dan kebanggaan daripada sekedar penghargaan financial. 
  Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang terjadi secara 
individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dapat mengadopsi inovasi melalui 
tahapan sebagai berikut (Rogers, 2003. Hal 420) : 
1. Initiation atau perintisan 
  Tahapan perintisan terdiri atas fase agenda setting dan matching. Ini 
merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman permasalahan yang 
terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda  setting ini dilakukan proses 
identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan   masalah.   Selanjutnya   
dilakukan   pencarian   dalam     lingkungan organisasi untuk menentukan tempat di 
mana inovasi tersebut akan diaplikasikan. Tahapan ini seringkali memakan waktu 
yang sangat lama. Pada tahapan ini juga bisaanya dikenali adanya performance gap 
29 
 
atau kesenjangan kinerja. Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian novasi 
dalam organisasi. 
  Fase selanjutnya adalah matching atau penyesuaian. Pada tahapan ini 
permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian atau penyetaraan 
dengan inovasi yang hendak diadopsi. Tahapan ini memastikan feasibilities atau 
kelayakan inovasi untuk diaplikasikan di organisasi tersebut. 
2. Implementation atau pelaksanaan 
  Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk mencari 
dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan 
organisasi. Tahapan implemenasi ini terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi dan 
rutinisasi. Pada fase redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai kelhilangan 
karakter asingnya. Inovasi sudah melewati proses re-invention, sehingga lebih dekat 
dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi.pada fase ini, baik inovasi maupun 
organisasi meredefinisi masing-masing dan mengalami proses perubahan untuk 
saling menyesuaikan. Bpada umumnya terjadi paling tidak perubahan struktur 
organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut. 
  Fase klarifikasi adalah terjadi ketka inovasi sudah digunakan secara meluas 
dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi dalam keseharian 
kerjanya. Fase klarifikasi ini membutuhkan waktu lama, karena mempengaruhi 
budaya organisasi secara keseluruhan, sehingga tida sedikit yang kemudian justru 
gagal dalam pelaksanaannya. Proses adopsi yang terlalu cepat justru menjadi 
kontra produktif akibat resistensi yang berlebihan. 
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  Fase rutinisasi adalah fase di mana inovasi sudah diangap sebagai  bagian 
dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah produk   baru atau cara baru, 
arena telah menjadi bagian rutin penyelenggaraan organisasi. Di luar sektor publik, 
beberapa organisasi bisnis yang dikenal sangat inovatif seperti Unilever dan Shell 
lebih memfokuskan diri pada outcome, didukung dengan budaya organisasi yang 
benar, reward dan metode yang memastikan inovasi  hadir dan bermanfaat. 
II.1.6 Menciptakan Inovasi 
  Inovasi diciptakan untuk mendapatkan sebuah kondisi baru yang lebih 
menguntungkan dengan bermodal sumber daya yang ada saat ini. Peluang 
munculnya inovasi dapat berasal dari kejadian yang tak terduga (unexpected 
occurerence), keganjilan (incongruities), procces needs, industry and market 
changes, demographic in changes, changes in perception, dan new knowledge. 
a. Kejadian tidak terduga ( unexpected occurerence) 
Kejadian yang tidak terduga menjadi peluang dan kesempatan paling 
mudah dalam proses munculnya inovasi. Kejadian sukses yang tidak 
terduga dan kegagalan yang tidak terduga menjadi sumber penting 
inovasi yang sama bobotnya, kenapa demikian? Karena dalam 
perkembangan organisasi baik di privat maupun organisasi public, tidak 
begitu memperdulikan, mengabaikan, dan bahkan membuang kondisi 
kesuksesan yang tidak terduga dan kegagalan tidak terduga ini. Disinilah 
kekuatan dari sumber ini, menjadi satu daya dorong produktif untuk 
menghasilkan ide keterbaruan. 
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b. Incongruities 
Sebuah keganjilan atau ketidakwajaran yang dihasilkan dari gap antara 
ekspektasi dan hasil dapat memberikan inisiatif dimana proses tersebut 
mendapatkan hambatan dalam implementasinya. Inovasi dapat muncul 
sebagai jawaban ide produktif apa untuk mengurangi kondisi tersebut 
terus terjadi. 
c. Process needs 
Inovasi dapat dihasilkan dari analisis proses yang berlangsung. 
Keterbaruan teknologi yang dapat digunakan utuk mempercepat proses 
pembuatan sebuah pelayanan atau produksi misalnya teknologi untuk 
mencetak surat kabar menjadi satu poin inovasi yang mengubah budaya 
lama dalam mengeluarkan sebuah surat kabar. Inovasi seperti ini dapat 
muncul melalui analisis proses dalam produksi di organisasi public 
maupun privat. 
d. Industri dan perubahan pasar 
Sejumlah orang mempercayai bahwa  industri memiliki struktur sesuai 
dengan apa yang ditentukan oleh pemiliknya. Tetapi kita perlu mengingat 
bahwa struktur tersebut sering berubah. Perubahan struktur dalam sistem 
industri inilah menjadi kunci masuk adanya inovas. Inovasi muncul 
sebagai antitesa dari sifat pemimpin industri tradisional yang menolak 
untuk ikut berubah seiring perubahan tuntutan lingkungan. Inovator dapat 
muncul sebagai sebuah ide yang lain dari sejumlah pemimpin organisasi 
lainya lakukan. 
32 
 
e. Perubahan demografi 
Sebagai sumber peluang munculnya inovasi dari faktor luar, demografi 
adalah faktor yang paling reliabel. Jumlah kependudukan dalam suatu 
wilayah atau are dapat menjadi sumber inspirasi dari adanya ide-ide 
keterbaruan  yang trasnformatif. Karakteristik individu dapat menjadi 
inspirasi dalam menciptakan suatu kebijakan. Misalnya, ledakan 
penduduk pada tahun tertentu disuatu negara menghasilkan negara yang 
antisipatif misalnya dengan mempersiapkan kebijakan ketenagakerjaan. 
Ducker (2002) menyatakan bahwa pemimpin perlu memperhatikan 
perubahan demografi, “Manager have known for a long time that 
demographic matter, but they have always believed that population 
statistic change slowly, in this century, however, they don’t. Indeed, the 
innovation opportunities made possible ny changes in the number of 
people and in their age distributioon, education, accupation, and 
geographic location are among the most rewarding and least risk of 
enterpreneurial puruits”. 
f. Perubahan presepsi 
Perubahan presepsi merupakan cara untuk menghasilkan inovasi. 
Dengan mengganti sudut pandang persepsi, sebuah organisasi akan 
mendapatkan sebuah langkah efektif dari sebelumnya. Ducker (2002) 
memberikan contoh perbedaan persepsi dari pengungkapan deskripsi 
“The glass is half full” dan “the glass is half empty”. Pengungkapan 
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deskripsi tersebut memiliki arti yang sama meskipun berasal dari sudut 
pandang yang berbeda. 
g. Pengetahuan baru 
Berdasarkan sejarah, pengetahuan baru berasal dari teknologi dan ilmu 
pengetahuan bahkan sosial memiliki dampak yang paling besar dalam 
penyusunan sebuah inovasi. Inovasi berbasis pengetahuan dapat 
dengan cepat populer dan berhasil meskipun tidak semua inovasi berasal 
dari pengetahuan penting. 
II.2 Konsep Paelayanan Publik 
II.2.1 Defenisi Pelayanan Publik 
  Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 
ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 :  
“ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaiang kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang dielenggarakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik”. 
   Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 
2003 mendefenisikan pelayanan publik sebagai:  
” Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di 
Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Miliki Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik 
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dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan”. 
   Mengikuti defenisi tersebut di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum 
dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam 
bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang -undangan. 
Hakekat Pelayanan Publik antara lain : 
a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
pemerintah di bidang pelayanan publik  
b. mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, 
sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna 
dan berhasil guna. 
c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta masyarakat 
dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat luas.  
  Pada dasarnya pembangunan nasional suatu bangsa dilaksanakan oleh 
masyarakat bersama pemerintah, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, 
sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membina serta 
menciptakan suasana kondusif yang menunjang kegiatan rakyatnya. Kegiatan 
masyarakat dan pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling menunjang, dan 
saling melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju tercapainya suatu tujuan 
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pembangunan nasional suatu bangsa. Pemberian pelayanan umum oleh aparatur 
pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparat 
negara, agar terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah pelayanan umum 
oleh aparatur pemerintah perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam 
bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pedoman ini merupakan 
penjabaran dari hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam prosedur 
operasionalisasi pelayanan umum yang diberikan oleh instansi pemerintah baik di 
pusat maupun di daerah secara terbuka dan transparan. ( Erick S. Holle dalam 
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 tahun 2011). 
 Moenir (2000) mengemukakan bahwa pelayanan itu adalah (jurnal ilmu 
administrasi 2, 2008:138) :  
1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan yakni pelayanan 
yang cepat dalam arti tanpa hambatan.  
2.  Memperoleh pelayanan secara wajar, yaitu pelayanan tanpa disertai 
kata-kata yang bernada meminta sesuatu kepada pihak yang dilayani 
dengan alasan apapun.  
3. Memperoleh perlakuan yang sama dalam pelayanan, yaitu tanpa pilih 
kasih dimana aturan dan prosedur diterapkan sama.  
4. Memperoleh perlakuan yang jujur dan terus terang. Ini menyangkut 
keterbukaan pihak yang melayani, seperti jika ada masalah yang 
dihadapi dalam pemberian pelayanan sebaiknya dikemukakan terus 
terang.  
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  Sebagai aktivitas yang berfungsi memenuhi kebutuhan orang lain atau yang 
membutuhkan, maka pelayanan dituntut untuk dapat memenuhi semua keinginan 
dan harapan yang diinginkan dan telah menjadi komitmen sebagai perwujudan 
pelayanan yang berkulitas. 
  Di Indonesia berbagai konsep pelayanan publik pernah dikenalkan. Misalnya 
dalam SK Menpan No. 81/1993 yang cukup terkenal itu dijelaskan mengenai :  
1. Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh suatu 
instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.  
2. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh secara 
tunggaloleh suatu instansi pemerintah terkait lainnya. 
3.  Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara 
terpadu pada suatu tempat/lokasi oleh beberapa instansi pemerintah sesuai 
dengan kewenangan masing-masing. 
4. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang oleh suatu 
instansi pemerintah lainnya yang terkait bidang pelayanan publik. Atau juga 
disebut “pelayanan prima”. 
II.2.2 Unsur-unsur Pokok Pelayanan Publik 
  Unsur-unsur pokok dalam pelayanan ( Anggara : 2012 hal : 575 ) meliputi 
sebagai berikut : 
1) Strategy, atau rencana yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tertentu 
yang telah ditentukan. 
37 
 
2) Structure, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan adanya sturktur 
organisasi yang dapat dijabarkan ke dalam tugas-tugas fungsionalnya. 
3) System, sistem informasi dalam organisasi harus dibuat sedemikian rupa, 
sehinggah memudahkan hubungan kerja, cepat dan benar, baik sarana 
maupun prasarana dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi tanpa 
mengurangi efektivitas dan efesiensi.  Ketiga  S tersebut merupakan 
hardware dari seven S of me Kinsey 
4) Staff, disini dikaitkan dalam pemilihan staf untuk mengisi organisasi, 
diupayakan dapat didukung oleh staf yang sesuai melalui rekrutasi yang baik. 
5)  Style, yaitu tigkah laku dari manajer atau gaya dalam mencapai sasaran 
organisasi 
6) Skill, dalam menjalankan organisasi perlu adanya kecakapan dari 
anggotanya. Oleh karena itu, perl adanya peningkatan skill secara terus 
menerus untuk mengantisipasi setiap perubahan. 
7) Share value/superordinate goals, bahwa semua S yang lain akan difokuskan 
dalam superordinate goals. Hal ini berarti konsep bimbingan diinstruksikan 
oleh organisasi kepada para anggotanya.  
Sementara menurut paparan Kajian Pustaka.com (2013) terdapat empat 
unsur penting dalam proses pelayanan publik berdasarkan Bharata, 2004:11, yaitu :  
a) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan 
dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).  
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b) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia 
layanan.  
c) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 
kepada pihak yang membutuhkan layanan.  
d) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan 
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. 
Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh 
para pelanggan itu bisaanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas 
barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 
II.2.3 Prinsip Pelayanan Publik 
  Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip 
pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 
(Anggara : 2012 : 576) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik 
harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :  
a. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 
dilaksanakan.  
b. Kejelasan  
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :  
1) Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik.  
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2) Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ 
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.  
3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.  
c.  Kepastian waktu  
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 
telah ditentukan.  
d. Akurasi  
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.  
e. Keamanan  
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 
hukum.  
f. Tanggung jawab  
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  
g. Kelengkapan sarana dan prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika (telematika).  
h. Kemudahan akses  
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Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 
oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan 
informatika.  
i. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan 
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 
memberikan pelayanan dengan ikhlas.  
j. Kenyamanan  
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah 
dan lain-lain. 
II.3 Paspor 
II.3.1 Defenisi Paspor 
  Paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
kepada warga negaranya dimana pemerintah memberi hak kepada yang 
bersangkutan untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan di dalamnya 
tertera identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama berada 
di luar negeri, dan hak untuk kembali ke tanah air.  
  Paspor merupakan bukti identitas diri di luar tanah air. Hal ini menjadi 
kewajiban pemilik paspor tersebut untuk menyimpan dan melindunginya dengan 
sebaik-baiknya. Paspor adalah dokumen milik negara. Paspor RI harus 
diperpanjang/diperbaharui setiap lima tahun setelah paspor tersebut habis masa 
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berlakunya. Paspor dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya jika 
halaman paspor tersebut penuh, rusak berat atau hilang. Paspor digunakan ketika 
kita akan memasuki perbatasan negara lain. Kemudian pihak berwenang dari 
negara tujuan akan memberi stempel visa atau lembar lampiran yang ditempel pada 
halaman paspor sebagai bukti izin untuk masuk ke suatu negara. 
  Untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri maka Anda wajib memiliki 
paspor (Eng = passport). Pengertian dari paspor sebagai suatu dokumen resmi yang 
diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang tentang identitas seorang 
warga negara yang akan melakukan perjalanan lintas negara. Paspor ini digunakan 
ketika seorang warga negara yang hendak memasuki batas negara lain. Kemudian 
petugas berwenang dari negara tujuan tersebut akan memberi stempel ataupun 
lampiran lembar visa yang direkatkan di dalam halaman pemegang paspor sebagai 
bukti tanda ijin untuk memasuki suatu negara.  
  Pada umumnya paspor berisikan tentang identitas lengkap pemegang 
paspor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, 
serta tandatangan pemegang paspor tersebut. Informasi lain yang terdapat pada 
paspor yakni kode negara, nomor (unik) paspor, tanggal penerbitan dan berakhirnya 
paspor, institusi penerbit, dan nama pejabat berwenang yang menerbitkan lengkap 
dengan tandatangan dan stempelnya.  
  Dengan kemajuan teknologi, saat ini di beberapa negara telah mengeluarkan 
e-passport atau elektronik passport sebagai pengganti jenis paspor konvensional 
yang ada saat ini. Mekanisme e-passport ini yakni dengan menanamkan suatu chip 
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yang berisikan biodata pemegangnya dan dilengkapi dengan data biometrik-nya 
untuk memberi jaminan kepastian bahwa pemegang paspor tersebut adalah benar 
pemilik yang sah.  
  Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh 
Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan 
perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara 
Indonesia.  
  Paspor ini berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Namun 
paspor yang diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri lazimnya menerbitkan 
paspor dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelahnya.  
  Paspor RI merupakan dokumen milik negara yang dapat dibatalkan atau 
dicabut sewaktu-waktu oleh negara tanpa pemberitahuan. Paspor ini diterbitkan 
bilingual dalam bahasa Indonesia dan Inggris.  
  Di halaman pertama paspor RI dapat ditemukan himbauan dari pemerintah 
sebagai berikut:  
Dalam bahasa Indonesia:  
  "Pemerintah Republik Indonesia memohon kepada semua pihak yang 
berkepentingan untuk mengizinkan kepada pemegang paspor ini berlalu secara 
leluasa dan memberikan bantuan dan perlindungan kepadanya." 
Dalam bahasa Inggris:  
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  "The Government of the Republic of Indonesia requests to all whom it may 
concerned to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and afford 
him/her such assistance and protection."  
  Pada umumnya paspor Indonesia berlaku untuk seluruh dunia. Namun pada 
beberapa saat, paspor Indonesia melarang warga negaranya untuk berkunjung ke 
Israel dan Taiwan dengan pencantuman dalam paspor.  
II.3.2. Macam-Macam Paspor  
  Ada beberapa macam paspor Indonesia, yang masing-masing dikeluarkan 
oleh lembaga yang berbeda-beda.  
1. Paspor umum (bersampul hijau, ada dua jenis yang berbeda jumlah 
halamannya), dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
2. Paspor kedinasan (bersampul biru), dikeluarkan oleh Kementerian 
Luar Negeri  
3. Paspor diplomatik (bersampul hitam), dikeluarkan oleh Kementerian 
Luar Negeri. 
II.4 Kerangka Konsep 
  Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebelum melakukan penelitian terlebih 
dahulu penulis merumuskan kerangka konsep sebagai dasar dalam penelitian ini. 
Pada penelitian ini penulis fokus menggunakan teori best practice UN dalam 
administrasi publik sebagai indikator melihat inovasi layanan paspor di kantor 
44 
 
imigrasi kelas I makassar , sehingga dapatlah disusun kerangka konseptual sebagai 
berikut : 
 
 
 
Gambar II.3 
Kerangka Konsep 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dari kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid dalam 
penelitian haruslah berdasarkan keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. 
Untuk memperoleh semuanya itu, maka dalam bab ini penulis akan menjabarkan 
metode yang akan digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid. 
III.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  
  Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana 
dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif.yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Kecenderungan untuk 
menggunakan metode penelitian ini karena dianggap sangat relevan dengan materi 
penulisan skripsi. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang 
objektif dalam rangka mengetahui dan memahami kejadian yang diteliti. 
  Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2005:9), secara umum 
penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut :  
1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan 
peneliti adalah instrumen kunci. 
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 
kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 
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3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 
outcome  
4.  Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif  
5. Penelitian kualitatif lebih menekanka makna (data dibalik yang teramati).  
III.2. Lokasi Penelitian  
  Penelitian yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Topik 
yang diteliti tentang  Inovasi pelayanan paspor dalam meningkatkan produktivitas 
layanan di  Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Menimbang pentingnya suatu inovasi 
dalam pelayanan paspor yang bertujuan meberikan pelayan lebih baik kepada 
masyrakat sehinggah Lokasi yang kemudian menjadi sampel yaitu Kantor Imigrasi 
Kelas 1 Makassar di Jl. Perintis Kemerdekaan KM13 Daya Kota Makassar. 
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian  
  Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara 
obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dasar penelitiannya 
adalah wawancara kepada narasumber/informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan 
mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. 
III.4. Unit Analisis  
Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Penentuan unit analisis 
ini didasarkan pada pertimbangan objektif, untuk mendeskripsika n penelitian 
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mengenai inovasi layanan paspor dalam menigkatkan produktivitas layanan di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
III.5. Informan Penelitian  
Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak 
pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang nilai-
nilai, sikap , proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Adapun 
informan yang di maksud adalah :  
1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar  
2. Kepala seksi lalu lintas keimigrasian 
3. Kepala seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian 
4. Pegawai operasional yang mengurusi paspor (petugas loket )  
5. Masyarakat yang mengurus paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.  
III.6. Teknik Pengumpulan Data  
Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Melalui teknik 
pengumpulan data merupakan langkah yang yang paling utama dari penelitian. 
Untuk memperoleh data adapun sumber data dari penelitian ini adalah :  
1. Data primer  
Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari 
informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan 
dengan penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara (interview) 
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dengan beberapa informan unuk mendapatkan data primer tersebut, 
peneliti menggunakan cara :  
a. Wawancara  
Penggunaan metode ini ditujukan untuk menggali informasi secara 
lebih mendalam terkait permasalahn penelitian. Terkait penelitian, 
peneliti menggunakan metode indepth interview, dimana peneliti dan 
informan/responden berhadapan langsung (face to face) untuk 
mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan data yang dapat 
menjelaskan permasalahan penelitian. Untuk membuat wawancara 
yang berisi butir-butir pertanyaan terkait permasalahan penelitian.  
b. Observasi  
Dilakukan dengan cara melihat secara langsung tentang 
permasalahan yang berhubungan dengan variable penelitian dan 
melakukan pencatatan atau hasil observasi. Sesuai dengan jenisnya, 
peneliti observasi dengan pertisipasi terbatas, yakni peneliti terlibat 
hanya terbatas pada aktivutas objek yang mendukung data penelitian.  
2. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 
sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan 
(uber silalahi,2010:291). Data sekunder merupakan data-data yang 
diperoleh dari data kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh dengan cara :  
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1. Penelitian kepustakaan  
Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan 
data dengan menggunakan dan mempelajari literature buku-buku 
kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori 
yang berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan 
bersumber pada laporan-laporan, skripsi, buku, surat kabar dan 
dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahn yang 
diteliti. 
III.7. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data  
Teknik analisa dilakukan secara terus-menerus dimulai dengan menelaah 
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan 
yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai 
dengan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu 
pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman dalam Rivdia Lisa, 
dkk.(2010:3), antara lain: 
1) Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan kunci 
yang compatible terhadap penelitian, kemudian observasi langsungke 
lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan 
sumber data yang diharapkan. 
2) Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan 
50 
 
transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang 
dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi 
pusatpenelitian di lapangan.  
3) Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi 
dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan 
untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang 
dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan.  
4)  Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi 
(conclution drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, 
konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan 
kesimpulan  dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi 
berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data 
dapat di uji validitasinya.  
III.8 Fokus Penelitian 
  Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah  inovasi pelayanan 
paspor di kantor imigrasi kelas I makassar, yang menyangkut aspek perhatian  
mengacu pada beberapa jenis yaitu: 
1. Dampak (Impact), sebuah best practice harus menunjukkan sebuah 
dampak positif kepada masyarakat dengan membandingkan sebelum 
dan sesudah adanya suatu program yang inovatif. 
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2. Kemitraan (partnership), sebuah best practice harus didasarkan pada 
sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan 
pihak swasta, pemerintah dan masyarakat. 
3. Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practice dapat berlanjut 
dengan melihat dukungan legislative, eksekutif, masyarakat, SDM, 
sarana dan prasaran serta teknologi. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
 Kota Makassar, yang kadang dieja Macassar atau Mangkasar, dari 1971 
hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujungpandang. Kemudian pada tahun 
2000 oleh Pemerintah di kembalikan lagi namanya menjadi Makassar. Makassar 
sangat terkenal dengan kota wisata dan salah satu tempat wisata yang paling 
popular di kota ini adalah Pantai Losari karena pantainya yang terletak dipinggir kota 
sebelah barat Makassar dimana Pantai Losari merupakan pusat kegiatan hiburan 
dan olahraga masyarakat Kota Makassar. 
 Kantor Imigrasi Makassar mulai berdiri pada tahun 1984 dimana 
pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Setelah terbentuknya 
Institusi Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka berdirilah Kantor Imigrasi 
Daerah ( Kandin ) yang terletak di JL. Tentara Pelajar. Seiring dengan 
perkembangan Kota Makassar, pada tahun 1976 Kandin berubah nama menjadi  
Kantor Derektorat Jenderal Imigrasi ( Kanditjen ). Memasuki era reorganisasi, pada 
tahun 1980 berubah menjadi Kantor Imigrasi. 
 Pada tanggal 19 mei 2005, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar resmi berkantor 
atau tepatnya pindah dari JL. Tentara Pelajar NO.2 ke JL. Perintis Kemrdekaan 
Km.13 Daya Makassar dan pada tanggal 23 Agustus 2005 diresmikan oleh Menteri 
Hukum dan HAM RI Bapak Hamid Awaluddin. 
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 Aktivitas keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar lebih terfokus 
pada pelayanan seperti pemberian Paspor RI, pemberian dan penjagaan Izin 
Tinggal bagi Orang Asing, hal ini dapat dilihat dari cukup tingginya intensitas 
kegiatan pelayanan pada Kanim Makassar. Penegakkan hokum keimigrasian pada 
Kantor Imigrasi Makassar selama ini berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat jumlah 
Orang Asing yang dikarantina dan dideportasi dari tahun ke tahuncukup signifikan. 
 Semua itu tidak terlepas dari kesigapan Aparat Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar dalam melaksanakan tugas-tugas keimigrasian. Sumber daya manusia 
pada Kantor Imigrasi Makssar terus diupayakan untuk peningkatan kualitas kinerja 
dalam mendukung tugas-tugas keimigrasian dengan demikian system penegakan 
disiplin terhadap pegawai dapatditingkatkan. 
IV.2. Kondisi Geografis Kantor Imigrasi Kelas I Makssar 
 Kantor Imigrasi Kelas I Makassar terletak pada daerah yang sangat strategis 
yaitu± 11 KM dari Bandara Internasional Hasanuddin dan berada di perbatasan Kota 
Makassar dan Kabupaten Maros yang sangat mudah di jangkau dari berbagai 
penjuru dan Kabupaten yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar berada di Jalan Perintis Kemrdekaan 
KM.13 Makassar. Berdasarkan kondisi wilayah yang demikian, maka Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mempunyai 
posisi yang sangat strategis dalam memberikan konstribusinya terhadap 
Pembangunan Daerah maupun  Pembangunan Nasional.  
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IV.3. Visi, Misi, Tata Nilai, Dan Sasaran 
Visi 
 “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” 
Misi 
 “Melindungi Hak Asasi Manusia” 
Tata Nilai Dan Sasaran 
1. Kepentingan Masyarakat 
2. Integritas 
3. Responsif 
4. Akuntabel 
5. Profesional 
IV.4. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis sesuai 
Keputusan Menteri Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1991 mempunyai wilayah 
kerja 11 ( sebelas ). Adapun wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
meliputi : 
1. Kotamadya Makassar 
2. Kabupaten Maros 
3. Kabupaten Pangkep 
4. Kabupaten Gowa 
5. Kabupaten Takalar 
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6. Kabupaten Jeneponto 
7. Kabupaten Bantaeng 
8. Kabupaten Bulukumba  
9. Kabupaten Watampone 
10. Kabupaten Sinjai 
11. Kabupaten Selayar 
IV.5. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar adalah sebagai berikut 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
KEPALA KANTOR 
Drs. TEGAS HARTAWAN 
KEPALA SUB TATA USAHA 
BESSE HARTATI, SS 
KAUR UMUM 
AMINUDDIN, S.Sos 
KAUR KEPEGAWAIAN 
SITTI HERYAMAN, S.Sos 
KAUR KEUANGAN 
ROSTATI, S.Sos 
KASI WASDAKIM 
MUHAMMAD BAKRI, SE 
KASI LANTASKIM 
KAMALUDIN, SH, MSi 
KASI STATUSKIM 
NUR PUTRA BAHAGIA, SH. MSi 
KASI INSARKOM 
ISMAIL, S. Sos 
KASUBSI PENGAWASAN 
RAHMAD ARDIANTO, SH 
KASUBSI PENDIDIKAN 
LUCKY KARIM, 
SE,SH,M.Si 
KASUBSI PERIZINAN 
OCKY MULYA S, SH 
KASUBSI LINTAS BATAS 
ANDI MARIO, SH, MH 
KASUBSI PENELAAHAN 
RIEZKA DWI ANGGRIANI, AMD 
KASUBSI PENTUSKIM 
BUDI MANGANT JO,SH 
KASUBSI INFORMASI 
SYUAIB LAMIDI, SH, MH 
KASUBSI KOMUNIKASI 
WISDA PURNAMASARI, SH 
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IV.6. Uraian Tugas Pokok Organisasi 
a) Kepala Kantor Imigrasi 
Tugas Pokok : 
Mengkordinasikan pelaksanaan di bidang keimigrasiaan meliputi informasi 
dan sarana komunikasi, lintas antar negara dan perizinan, pengendalian 
status melakukan pengawasan dan penindakan terhadap mereka yang 
melanggar ketentutan keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas di bidang 
keimigrasian. 
b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Tugas Pokok : 
1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok yaitu 
menyelenggarakan urusan Tata Usaha dan melaksanakan sebagian 
tugas pokok Kepala Kantor di bidang Administrasi dan Ketata 
Usahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, serta 
pengelolaan barang-barang inventaris kantor. 
2. Mempersiapkan dan melaksanakan rapat structural secara periodik 
setiap hari selasa untuk mengevaluasi kegiatan yang telah di 
laksanakan selama sepekan. 
3. Mewajibkan setiap pegawai untuk melaksanakan absensi sidk jari 
kehadiran  (finger print) pada saat datang dan pulang kantor sesuai 
dengan ketentuan jam kejra yang berlaku yaitu: 
Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 WITA 
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Jumat   : Pukul 07.30 - 16.30 WITA 
c) Kepala Urusan Umum 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan urusan umum yang meliputi surat menyurat, perlengkapan 
dan   rumah tangga di lingkungan kantor sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
d) Kepala Urusan Kepegawaian 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi formasi mutasi, 
pemberhentian dan pemensiunan di lingkungan kantor sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
e) Kepala Urusan Keuangan 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi anggaran belanja rutin dan 
pembangunan di lingkungan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
f) Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan kegiatan keimigrasian yang meliputi pemberian perlintasan, 
pemberian pemohonan dokumen perjalanan izin berangkat / kembali bagi 
warga negara asing atau warga negara Indonesia serta kegiatan dalam hal 
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perjalanan, pendaratan, urusan haji, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke 
luar negeri, pengurusan anak kapal dan izin masuk darurat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menunjang 
kelancaran pelayanan keimigrasian. 
g) Kepala Sub Seksi Perizinan Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali 
bagi WNA maupun WNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku guna tertibnya WNA / WNI yang keluar maupun masuk negara 
Indonesia. 
h) Kepala Sub Seksi Lintas Batas 
Tugas Pokok : 
Memberikan perizinan Lintas Batas bagi warga negara asing yang hendak 
masuk ke Indonesia maupun warga negara Indonesia yang hendak pergi ke luar 
Indonesia sesuai perjanjian Lintas Batas yang telah ditetapkan dalam rangka 
tertibnya keluar masuk melalui pos perbatasan. 
i) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan pengawasan dan penindakan serta penanggulangan terhadap WNA 
dan pemukim gelap yang melanggar ketentuan Keimigrasian di lingkungan 
kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 
rangka menertibkan WNA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. 
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j)  Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, 
penampungan sementara orang asing yang melakukan pelanggaran 
Keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
k)  Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke wilayah Republik 
Indonesia maupun WNI yang akan berpergian ke luar negeri serta mengadakan 
kerja sama antar instansi yang ada kaitannya dalam bidang pengawasan orang 
asing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
l) Kepala Seksi Status Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan status keimigrasian, 
pendayagunaan warga negara asing pendatang maupun pemukin dan alih 
status izin tinggal, serta melaksanakan penelaahan dan penilaian tentang status 
keimigrasian orang asing, pemukim berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas. 
m) Kepala Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan alih status dan 
izin tinggal keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
60 
 
n) Kepala Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti kewarganegaraan seseorang 
dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan 
kewarganegaraan. 
o) Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data informasi dan 
penyebarannya untuk penyidikan keimigrasian serta melakukan pemeliharaan 
dokumentasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi 
Keimigrasian. 
p) Kepala Sub Seksi Informasi 
Tugas Pokok : 
Melakukan penyebaran dan pemantauan informasi mengenai WNI yang 
berangkat ke luar negeri dan orang asing yang masuk ke Indonesia dalam 
rangka pengamanan teknis keimigrasian. 
q) Kepala Sub Seksi Komunikasi 
Tugas Pokok : 
Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta 
menggunakan sarana komunikasi keimigrasian dalam rangka pelaksanaan 
tugas. 
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IV.7. Kepegawaian 
 Sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting dalam menunjang kinerja 
organisasi. Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja diperlukan pelaksana guna 
mendukung terlaksananya program dengan baik. Oleh karena itu, ketersediaan 
pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu 
program sangat diperlukan. Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada table 
berikut : 
 
 
 Tabel IV. 1 
Karakteristik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
Sumber : Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar tahun 2016 
 Dari table 1 diatas dapat diketahui jumlah sumber daya aparatur pada Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar, dilihat dari jenis kelamin laki-laki 53 orang (58.9%) dan 
perempuan 37 orang (41.1%). Hal ini sangat berpengaruh pada pengelolaan 
pekerjaan yang lebih bersifat membutuhkan daya fisik yang cukup kuat, sehingga 
No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase(%) 
1 Laki-Laki 53 58.9 
2 Perempuan 37 41.1 
TOTAL 90 100 
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pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar ini pada umumnya lebih banyak yang 
berjenis kelamin laki-laki. 
 Selanjutnya yaitu keadaan sumber daya aparatur pada Kantor Imigrasi Kelas 
I Makassar berdasarkan Pangkat atau Golongan dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel IV. 2 
Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan 
Sumber : Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 2016 
Sebagaimana diketahui bahwa latar belakang dan tingkat pendidikan 
seseorang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman 
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Persebaran jumlah SDM 
manusia di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar berdasarkan pendidikan dapat 
dilihat dalam tabel dibawah ini :  
 
 
 
No. Pangkat/Golongan A B C D Jumlah Persentase(%) 
1 IV 1 0 0 0 1 1.1 
2 III 28 21 6 5 60 66.7 
3 II 8 3 12 6 29 32.2 
4 I 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH 37 24 18 11 90 100 
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Tabel IV. 3 
Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan 
No Pendidikan Jumlah 
1 S2 6 
2 S1 46 
3 D3 11 
4 SLTA 27 
Jumlah 90 
Sumber : Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 2016 
Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai  pada Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar sangat berpotensi untuk memiliki pengetahuan dan sikap profesional yang 
tinggi untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, serta penigkatan 
pengetahuan dan keahlian untuk mengisi formasi jabatan dalam rangka peningkatan 
kualitas pelayanan sebagai mana yang dilihat dari table yang di atas, jumlah 
pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) yang paling banyak 46 orang, 
tingkat pendidikan sarjana (S2) dengan jumlah 6 orang, tingkat pendidikan Diploma 
Tiga berjumlah 11 orang dan yang terakhir SLTA sebanyak 27 orang. 
IV.8 SOP ( Standar Operasional Prosedur) 
Dalam hal ini Standar Operasional Prosedur di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar berpacu pada Standar Operasional Prosedur dari Direktorat Jenderal 
Imigrasi yang berlaku untuk seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia. Selain itu, Standar 
Operasioal Prosedur di Direktorat Jendral Imigrasi terbagi atas 5 SOP, yaitu SOP 
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Visa, SOP Rumah Detensi Imigrasi, SOP Pemeriksaan Keimigrasian, SOP Paspor 
dan SOP Izin Tinggal. Penuis memilih salah satu SOP yang berkaitan dengan 
penelitian yaitu SOP Paspor sebagai berikut : 
Tabel IV.4 
Identifikasi SOP Penerbitan Paspor Baru Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Kantor Imigrasi 
Dasar Hukum                     1. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi 
danTransaksi Elektronik 
2. Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik 
3. Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian 
4. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1994 tentang Surat 
Perjalanan Republik Indonesia 
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-01.GR.01.01 tahun 2008 tentang 
Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman 
Nomor M-01 IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Bisaa, 
Paspor Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor 
untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan 
Laksana Paspor untuk Orang Asing 
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.02-IZ.02.10 tahun 2006 tentang Penerapan
Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat
Perjalanan Republik Indonesia 
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tentang 
Organisasi Tata Kerja dan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 9 tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Bisaa
Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia 
9. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-
960.IZ.03.02 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas 
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi
1Nomor F-458.IZ.03.02 tahun 1997 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia 
Instansi Direktorat Jenderal Imigrasi 
Unit Pelaksana Kantor Imigrasi 
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Tugas Melaksanakan kegiatan dibidang lalu lintas dari fasilitas 
keimigrasian, izin tinggal orang asing dan status 
Fungsi Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan 
pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang izin tinggal 
Sub-Fungsi Pelaksanaan kebijakan dari pengturan teknis 
Output Paspor Baru 
Aspek Penerbitan 
Judul SOP Penerbitan Paspor Baru 
Sumber: Direktorat Jendral Imigrasi tahun 2016 
Tabel IV.5 
Lembar Kerja Identifikasi Aktivitas atau Kegiatan 
Judul SOP Penerbitan Paspor Baru 
Jenis Kegiatan Rutin 
Penanggung 
Jawab a.  Produk 
 
b.  Kegiatan -    Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status 
Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 
I Khusus 
-    Kepala Seksi Status Keimigrasian pada 
Kantor Imigrasi Kelas I 
-    Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status 
Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 
II Scope/Ruang Kantor Imigrasi 
Sumber: Direktorat Jendral Imigrasi tahun 2016 
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Tabel IV.6   
  Identifikasi Kegiatan 
Judul Kegiatan Penerbitan Paspor Baru 
Langkah Awal Petugas loket menerima permohonan Paspor Baru dan
memeriksa berkas permohonan tersebut. Kemudian petugas 
memasukkan data kedalam aplikasi SPRI dan memindai berkas 
permohonan serta dilanjutkan pengecekan cekal oleh sistem 
cekal dan meneliti keabsahan dokumen. Selanjutnya berkas 
dilanjutkan kepada bagian Bendahara Penerima untuk transaksi 
pembayaran. 
Langkah Utama Pemohon melakukan pembayaran blanko paspor dan foto
biometrik, selanjutnya petugas melakukan pengambilan foto 
biometrik dan sidik jari pemohon serta dilakukan wawancara 
untuk pengecekan keakuratan data pemohon. 
Langkah Akhir Petugas melakukan verifikasi data permohonan ke 
Pusdakim(adjudikasi), mencetak biodata dan alamat pemohon 
pada blanko paspor, melakukan uji kualitas hasil cetak paspor 
dan melakukan laminasi paspor. Selanjutnya pejabat dibidang
penerbitan paspor melakukan pengecekan dan penelitian akhir 
paspor yang telah selesai diproses. Kemudian Kepala Kantor 
Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengesahan 
penerbitan paspor melalui sistem serta dilakukan pemindahan 
halaman paspor oleh petugas dan dilakukan penyerahan paspor 
yang telah selesai kepada pemohon. 
Sumber: Direktorat Jendral Imigrasi tahun 2016 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar dalam hal ini bentuk   pelayanan pembuatan paspor 
senantiasa terpacu pada sistem-sistem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti 
halnya SOP penerbitan paspor baru yang berlandaskan dasar-dasar hukum dan 
masing-masing posisi memiliki tugas pokok dan fungsinya tersendiri. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Melalui undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, 
setiap lembaga pemerintahan berupaya untuk memberikan pelayanan prima yang 
cepat, jelas, transparan, akuntabel, kesamaan hak, kepastian hukum serta indikator 
laiinya. Berdasarkan undang-undang ini pemerintah lalu mengeluarkan peraturan 
pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 25 
tahun 2009. Dalam mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan 
publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu baik itu 
pelayanan terpadu satu pintu maupun layanan terpadu satu atap. 
  Implementasi pelayanan terpadu ini memberikan perubahan bagi setiap 
lembaga yang menerapkanya dengan model pelayanan yang berbeda,  sama halnya 
dengan yang terlaksana di kantor imigrasi kelas I makassar.  
  Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Tegas Hartawan (Kepala Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar) bahwa : 
“….diera sekarang ini masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang 
maksimal, sehingga UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
itu menjadi acuan dalam pelayanan pembuatan paspor, karena kan disitu 
diatur bagimana kepastian waktu, biaya, serta efesien dan efektif suatu 
layanan”  
Kemudian, lanjut informan yang sama: 
“nah dari rumusan UU itu pemerintah juga mengeluarkan PP nomor 96 
tahun 2012 sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan paspor terpadu, 
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kan disitu juga diatur one stop service. OSS inilah yang kami jalankan 
saat ini dalam pelayanan paspor” (Hasil wawancara – 4 januari 2016) 
 Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan keseriusan direktorat 
jenderal imigrasi melalui kantor imigrasi makassar memberikan layanan yang 
maksimal, model pelayanan terpadu ini dianggap dapat mengatasi berbagai 
permasalahan yang ada untuk itu lahirlah program yang inovatif yaitu sistem 
pelayanan paspor terpadu (One Stop Service). Pelayanan paspor OSS ini 
merupakan perbaikan sistem layanan yang mengubah sistematika pelayanan 
sehinggah lebih menguntungkan dari segi waktu bagi pemohon paspor dan 
mengurangi interaksi antara pemohon dan petugas. Diharapkan dengan sistem ini, 
pemohon dapat diuntungkan dengan proses yang tidak berbelit-belit dan memakan 
waktu. 
 Inti dari sistem layanan paspor terpadu ini adalah adanya penyederhanaan 
alur layanan dari sebelumnya yang dianggap berbelit-belit, banyak tindak percaloan, 
waktu yang lama, maka dengan program inovatif ini imigrasi memberikan 
kemudahan akses bagi setiap pemohon berupa penyederhanaan layanan baik itu 
dalam bentuk offline dan bentuk online.  
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Tegas Hartawan (Kepala Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar) bahwa : 
“…Jadi sistem OSS (One Stop Service) ini memberikan penyederhanaan 
layanan bagi pemohon paspor, pemohon paspor dap at menyelesaikan 
permohonan paspor hanya dengan datang satu kali ke kantor imigrasi 
yaitu pemohon datang ambil nomor antrian, berkas lengkap kita input 
setelah itu langsung di foto pada hari yang sama, kemudian setelah di 
foto wawancara pemohon diberikan tanda pembayaran untuk kemudian 
pemohon membayar di bank ( BNI ), penyelesaian paspor 4 hari kerja 
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setelah melakukan pembayaran. Tapi tergantung dari si pemohonya 
membayar kalu pemohonya itu membayarnya mungkin ada keperluan dia 
telat, mungkin seminggu baru bisa bayar, ya otomatiskan secara sistem 
terbaca belum terbayar belum bisa di cetak paspornya jadi tergantung dia 
membayarnya, tapi andai kata dia foto hari ini, wawncara hari ini terus dia 
langsung segera membayar sebesar 355 ribu ke bank BNI itu 4 hari kerja 
setelah foto dan wawancara pasponya akan jadi.”  
 
Kemudian, lanjut dengan informan yang sama : 
 
“…..perbedaanya dengan permohonan paspor yang dulu itu ada pada 
alur layanan, dulukan orang kalau mengurus paspor datang ambil nomor 
antrian, ambil blanko terus stor berkas setelah itu pulang nanti besok 
baru datang kembali untuk foto, sidik jari, wawancara terus diberikan slip 
pembayaran, pembayarannya pun dilakukan dikantor sekarang tidak lagi 
pembayaran dilakukan di bank BNI setelah itu nanti datang kembali 
kekantor 4-7 hari kerja setalah melakukan pembayaran. Nah kalau 
seperti ini hitung-hitung pemohon datang sebanyak tiga kali hanya untuk 
mengurus paspor, makanya dari ini dengan program ini kita lebih 
memberikan kepastian waktu pada pemohon. Pemohon cuma datang 
sehari saja permohonan paspor bisa selesai tentunya dengan 
persyaratan yang lengkap, apa lagi saat ini kita kan sudah masuk era IT 
nah pemohon juga bisa menggunakan paspor online baik baru maupun 
perpanjangan” (Hasil wawancara 4 Januari 2015). 
 
 Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Kamaluddin (KASI 
LANTASKIM) bahwa : 
“OSS ini kan salah satu produk unggulan dari direktorat jenderal imigrasi 
artinya ini untuk lebih menyederhanakan layanan yang tadinya orang 
datang tiga kali ke kantor sekarang ini sisa datang dua kali saja, 
Penyederhanaan itu dulu kan pemohon itu datang hari ini lusa baru 
datang foto nah kalo sekarang ini begitu datang langsung bisa diproses 
tentunya dengan persyaratan yang lengkap seperti KTP, KK akte lahir 
kalau ndak punya akte lahir bisa juga ijazah atau akta nikah bagi yang 
sudah nikah dengan catatan pada akta nikahnya ada tanggal, bulan dan 
tahun lahir”. 
Kemudian lanjut, informan yang sama bahwa : 
“….saat ini juga kita sudah ada layanan paspor online, bagi pemohon 
bisa menggunakan itu, ini juga bagian dari OSS, paspor online dan 
kemudahan akses lainnya dalam pengurusan paspor di imigrasi ini kita 
sudah sosialisasikan baik melalui web imigrasi, kita juga sudah bicara di 
radio RRI, media cetak bahkan kita selalu memberikan arahan kepada 
pemohon langsung di kantor ini . Usaha-usaha itu adalah upaya 
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pemerintah memberikan layanan prima kepada masyarakat, apa lagi saat 
ini pengurusan paspor itu meningkat tentunya tidak lepas dari 
perekonomian yang meningkat sehingga tiap hari kantor ini rame dalam 
pengurusan paspor” (Hasil wawancara 5 januari 2015) 
 Berdasarkan hasil wawancara di atas, hal ini sesuai dengan yang terlaksana 
dilapangan bahwa dalam pelaksanaanya pelayanan paspor terpadu (One Stop 
Service) pemohon dapat menyelesaikan permohonan paspor satu hari dengan 
syarat berkas yang lengkap mulai dari alur permohonan, foto,wawancara,sidik jari 
dan penyerahan slip pembayaran serta pengambilan paspor 3 hari kerja terhitung 
setelah melakukan pembayaran di bank BNI. Seperti alur permohonan paspor saat 
ini. 
Gambar V.1.1 Alur penerbitan paspor 
Sumber : website www.imigrasi.go.id 
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Selain itu dari hasil temuan penulis Sistem antrian layanan OSS juga diatur 
dalam SOP sebagai berikut : 
1. Nomor Antrian berlaku untuk satu permohonan/ berkas dan untuk semua 
booth; 
2. Sistem antrian terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor 
dengan alur First In, First Serve (FIFS); 
3. FIFS mulai berlaku pada saat pemohon mendapatkan nomor dari sistem 
antrian; 
4. Pemohon online memilih tanggal kedatangan secara online, sedangkan 
waktu pelayanan ditentukan sejak pemohon mendapatkan nomor antrian di 
kanim; 
5. Pengaturan antrian didasarkan pada kuota setiap kanim; 
6. Pembagian kelompok pada sistem antrian: 
a. Pemohon paspor baru 24 dan 48 Halaman; 
b. Penggantian paspor habis masa berlaku/ halaman penuh/ ex 
pemegang 24-48 hal. 
c. Penggantian paspor hilang/ rusak/ ex pemegang SPLP; 
d. Penanganan khusus/ disable person; 
e. Pengambilan paspor; 
f. Perubahan data; 
 Dari gambar diatas, sesuai penjelasan informan bahwa inovasi sistem 
pelayanan paspor terpadu ini terletak pada penyederhanaan alur sehinggah terjadi 
banyak perubahan, seperti pada table berikut : 
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Table V.1 
Matriks Perbandingan Business Process 
Existing dan yang Baru 
 
NO ELEMEN EXISTING BARU 
1 Pemangkasan Titik 
Antrian 
Terdiri dari 5 (lima) titik 
antrian, yaitu: 
a. Pengambilan Nomor 
Antrian; 
b. Antrian Loket Berkas; 
c. Antrian Pembayaran; 
d. Antrian Foto  dan 
Wawancara; 
e. Antrian Pengambilan 
Paspor 
Terdapat 3 (tiga) titik 
antrian: 
a. .PengambilanNomor 
Antrian; 
b. Antrian “One Stop 
Service”; 
c. Antrian Pengambilan 
Paspor 
2 Pencegahan 
terjadinya duplikasi 
paspor 
Duplikasi tidak terdeteksi di 
awal alur permohonan 
Duplikasi dapat dicegah 
sejak waktu dini 
3 “journey” Blanko 
paspor 
Blanko paspor beredar sejak 
alur pembayaran 
Blanko paspor tidak ikut 
beredar dalam ban berjalan 
4 Adjudikasi Dilakukan di alur akhir 
permohonan paspor 
Dilakukan sejak alur awal 
paspor 
5 Efisiensi Blanko 
Paspor 
Jika terjadi pembatalan, 
pemohon yang sudah 
membayar paspor dirugikan 
Pemohon tidak dirugikan 
karena sdh dilakukan 
adjudikasi sejak awal 
6 Kepastian layanan Rendah, karena proses 
permohonan paspor 
mencapai 5 (lima) hari kerja 
Tinggi, karena proses 
permohonan paspor dapat 
dipangkas menjadi 3 (tiga) 
hari 
7 Optimalisasi SDM Rendah, karena masih 
menggunakan pola ban 
berjalan distributif sehingga 
SDM tersebar di beberapa 
titik alur paspor 
Tinggi, karena 
menggunakan 
pola ban berjalan 
sentralistik 
dimana penggunaan 
jumlah 
SDM dapat dioptimalkan di 
1 
(satu) titik. 
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8 Optimalisasi 
Penggunaan 
Ruangan 
Rendah, karena 
menggunakan pola ban 
berjalan distributif sehingga 
menggunakan pemanfaatan 
ruang yang banyak 
Tinggi, karena 
menggunakan 
pola ban berjalan 
sentralistik 
sehingga terjadi efisiensi 
penggunaan tata ruang 
9 Optimalisasi 
Pendayagunaan 
Aplikasi Lunak 
(Software) 
Rendah, karena digunakan di 
beberapa titik alur sehingga 
menyebabkan jaringan 
bekerja dengan overload 
Tinggi, karena 
menggunakan 
pola jaringan sentralistik di 
satu titik ban berjalan 
Sumber : www.imigrasi.go.id Tahun 2016 
Dari tabel tersebut terlihat jelas perbedaan yang muncul setelah adanya 
program inovatif ini, program inovatif ini adalah program nasional yang dijalankan 
oleh setiap kantor imigrasi seluruh indonesia dengan berlandaskan UU. Tentunya 
dengan adanya program ini masyarakat diupayakan dapat terbantu dalam hal 
permohonan paspor melihat meningkatnya permintaan paspor tiap tahunnya. 
Sesuai dengan penjelasan informan sistem One Stop Service juga 
menyediakan layanan permohonan paspor online, dengan adanya layanan ini 
masyarakat lebih mudah dalam mengajukan permohonan paspor tanpa harus 
mengisi form di kantor imigrasi. 
Layanan ini dapat diakses melalui situs www.imigrasi.go.id dengan tampilan 
awal website sebagai berikut : 
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Gambar V.1.2. Tampilan Awal Website imigrasi 
Dari gambar di atas, sebagiamana yang dijelaskan oleh informan 
sebelumnya bahwa dalam pemohonan paspor online dapat diakses melalui website 
imigrasi.  
Setelah itu, klik layanan publik, kemudian akan tampil menu pilihan seperti 
pada gambar berikut: 
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Gambar V.1.3 Tampilan menu website imigrasi 
 Dari gambar di atas, menggambarkan kemudahan layanan paspor untuk 
diakses baik itu menu paspor baru bagi pemohon yang ingin mengurus paspor, 
rekomendasi visa bekerja dan berlibur, visa tinggal dan menu lainnya dapat diakses 
melalui web imigrasi. Hal ini tentunya adalah upaya untuk meningkatkan  dan 
memudahkan pelayanan masyarakat dalam hal pengurusan paspor di kantor 
imigrasi kelas I Makassar. 
 Terkait tentang program inovatif pelayanan paspor terpadu ( Ones Stop 
Service) dari pengamatan penulis,  sampai saat ini  sudah berjalan dengan baik, hal 
ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi, dimana menunjukkan kesesuaian 
antara praktek yang terjadi dilapangan serta aturan yang berlaku dalam hal ini SOP.  
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V.1  Kriteria Innovative Government 
 Lembaga pemerintahan yang baik dinilai dari sejauhmana aktivitas lembaga 
mampu memberikan dampak positif terutama dalam pemberian layanan serta 
kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan dua aspek 
yaitu tingkat inovasi yang berhasil diciptakan serta tingkat kinerja yang mampu 
dicapai berdasarkan penilian stakeholders.  
 Sebagai wujud dari inovasi suatu lembaga pelayanan masyarakat seperti 
halnya imigrasi kelas I Makassar, maka dalam bab ini dianalisis keberhasilan 
tersebut melalui level inovasi dan pencapaian kinerja untuk program innovative 
sistem pelayanan paspor terpadu (STTP) /  One Stop service yang menjadi fokus 
dalam penelitian ini. 
 Program inovatif tersebut akan dianalisis melalui kriteria yang dikemukakan 
dari United Nation (Persatuan Bangsa-Bangsa) dengan indikator dampak, 
kemitraan, dan keberlanjutan program inovatif tersebut sebagai fokus utama 
penelitian.  
1. Dampak 
Level inovasi yang dimaksud dalam aspek dampak yaitu sejauh mana 
program tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap sejumlah pihak. 
Untuk menilai hal tersebut responden berupaya membandingkan antara sebelum 
dan sesudah adanya program digulirkan. Oleh karena itu semakin tinggi dampak 
yang dirasakan oleh masyarakat, maka semakin inovatif program tersebut. 
Salah satu informan menjelaskan mengenai dampak dari program ini dari 
segi kelembagaan, bahwa : 
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“….melalui program OSS ini, membuat para pegawai semakin aktif 
melayani masyarakat, artinya pegawai tidak lagi berfokus pada satu titik 
layanan akan tetapi berjalan sesuai alur, misalnya sudah dari loket 
pengecekan berkas, selanjutnya akan berpindah ke ruang foto, sidik jari 
dan wawancara jadi tidak ada penumpukan layanan yang mengeluarkan 
tenaga lebih untuk melayani”  
 
 Jika dibandingkan dengan pelayanan paspor sebelum diterapkanya sistem 
inovasi layanan paspor terpadu (One Stop Service) kinerja kelembagaan menurut 
hasil wawancara penulis, denngan informan yang sama, beliau mengatakan : 
“dulu kita kewalahan dengan membludaknya pemohon terus tidak teratur, 
membayar form, mengisi disini, membayar disini jadi rame sekali 
sehinggah informasi dari pihak kami melalui pengeras suara itu samar-
samar kedengaran dan dengan adanya program OSS ini mulai terjadi 
keteraturan yang arahnya pasti ke layanan prima seperti kepastian waktu, 
layanan dan kesamaan hak” (KM – Tanggal 5 Januari 2016) 
 
 Selain itu, informan kedua dari lembaga menambahkan bahwa : 
 
“…apalagi untuk layanan paspor online, lebih mudah bagi kami untuk 
mengecek berkas, karena jelas tulisan cetak tidak lagi kita tebak-tebak 
data pemohon dengan tulisan yang sukar dibaca, kalau layanan online 
sisa kami cek kelengkapan dan kecocokan berkasnya kalau memang 
lengkapji berkas aslinya dan foto copy yang diperlukan baru kita 
persilahkan foto dst” (TJ- Tanggal 4 Januari 2016) 
 
Mencermati hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, sistem pelayanan 
paspor saat ini memberikan dampak terhadap kinerja kelembagaan yang lebih 
efesien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang ada. Selain itu, melalui 
observasi penulis sikap tanggap pihak imigrasi dalam merespok kebutuhan publik 
sudah sangat baik dengan menyediakan layanan antri yang teratur, ruang tungu 
yang nyaman serta adanya pemisah antara ruang ibu menyusui, ruang tunggu 
lansia, ruang tunggu umum serta ruang tunggu bagi orang asing. Hal ini menujukkan 
bahwa dalam praktik yang berlangsung program OSS ini memberikan keteraturan 
bagi pemohon dan keaktifan dalam melayani dari pihak imigrasi kelas I Makassar. 
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 Sementara jika dilihat dari sisi dampak kemasyarakat, pada dasarnya 
program inovatif One Stop Service ini  memberikan efesiensi waktu bagi setiap 
pemohon yang sesuai dengan standar operasional prosedur dari OSS ini. Melalui 
hasil observasi penulis, informan menjelaskan bahwa : 
“…Saya ini yang kedua kalimi urus paspor, saya lihat adami perubahan 
dulu itu saya datang disini, ndak tau harus apa karena ndak teratur, 
membayarmaki formulir, ngantri untuk serahkan berkas terus dikasimi 
waktu untuk datang besoknya foto dan sidik jari baru dulu saya membayar 
disini biayanya 750 rb ada bahkan teman saya membayar satu juta untuk 
pasporji.”  
 
Kemudian, lanjut informan yang sama 
 
“memang kalau bicara fasilitas kayak ruang tunggu bagusmi ka menghibur 
lagi, pelayanan juga bagusmi ka dua kali mam iki datang kesini jadimi 
paspor, baru waktu kalau saya itu 3 hari setelahku membayar tapi yang 
jeleknya itu ada pembatasann layanan, nah kita ini jauh rumahta dari 
daerahki” (DN- Hasil wawancara 4 Januari 2016) 
 
Mengenai dampak dari program OSS ini,  penulis mencermati ada hal yang 
masih menjadi kendala dimasyarakat seperti adanya pembatasan layanan, hal ini 
juga dituturkan oleh informan  pada saat wawancara beliau mengatakan : 
“…saya antar ibu kesini urus perpanjangan paspor tapi sudah tidak 
bisami dilayani lagi karena katanya satpam sudah habis antrian, ini 
sebenarnya yang menjadi penghalang bagi kita karena dibatasi antrian, 
masa 100 orang ji yang mau dilayani baru kita buru-burumi juga kesini 
baru jam 8 tutupmi antrianya” (DS – Hasil wawancara 4 januari 2016) 
 
Sama halnya dengan informan lainnya, pemohon juga mengeluhkan adanya 
pembatasan antrian, dari hasil wawancara pemohon menuturkan bahwa : 
“…Tidak ada ji saya masalahku lengkap berkasku, bagusmi 
pelayanannya, pegawainya juga bagus baik dan ramah sekali. Mereka 
sungguh-sungguh na layaniki tapi yang jadi kekurangan itu dibatasiki 
antriannya saya antri disini sejak jam 6 pagi tidak saya tau juga apakah 
ini dibatasi aturanyami memang dari pusat atau bagaimana karena 
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banyak masyarakat kecewa kalau datang kesini terus habismi antrian” 
(DL- Hasil wawancara 4 januari 2016) 
  
 Memcermati hasil wawancara tersebut, penulis menilai bahwa dalam proses 
pelayanan yang terjadi dengan adanya program pelayanan paspor terpadu ini 
memudahkan masyarakat dalam mengurus paspor akan tetapi masih banyak 
keluhan dimasyarakat mengenai pembatasan layanan yang diberikan oleh pihak 
imigrasi, dari hasil wawancara tersebut penulis mengkonfirmasi hal itu kepada pihak 
imigrasi, beliau mengatakan bahwa : 
“…memang untuk masalah pembatasan layanan itu sudah aturan yang 
diberikan kepada kami dari dirjen imigrasi bahwa dalam sehari kerja itu 
kita melayani 100 pemohon manual dan 50 pemohon online, hitungannya 
paling cepat kita melayani pemohon itu 15 menit tapi inikan layanan 
terintegrasi secara nasional nah kalau jaringan lancar bisa dapat 15 
menit tapi kalau ada masalah jaringan bisa lebih lama untuk melayani 1 
orang saja kita bahkan bisa layani 40 menit perorangya karena data 
biometrik itu harus akurat jangan sampai orang ini punya paspor ganda, 
paspor hilang atau dicekal keluar negeri dari pihak KPK, POLRI, 
Kejaksaan atau punya utang kredit diperbangkan”.  
 
Lanjut dengan informan yang sama : 
 
“kita juga melihat jam kerja itu berakhir pukul 16.00 tapikan bisa dilihat 
ada bahkan kita sampai melayani pukul 7 malam, bahkan dulu itu 
beberapa tahun lalu kita tidak membatasi layanan, kantor ini pintunya 
ambruk karena membludaknya pemohon, jadi kita juga harus 
pertimbangkan setiap pegawaikan punya keluarga jadi diperhitungkan 
bahwa pukul 16.00 itu layanan sudah berakhir yah paling lambat pukul 
17.00 kita sudah bisa kembali kerumah lah” (KM- Hasil wawancara 5 
januari 2016) 
 
 Mencermati hasil wawancara diatas, penulis beranggapan tingginya minat 
masyarakat dalam mengurus paspor tidak dapat dipungkiri tiap tahunnya meningkat, 
keluhan masyarakat adanya pembatasan layanan menjadi bukti partisipasi 
masyarakat yang begitu tinggi didukung oleh layanan paspor yang memberikan 
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kepastian waktu, biaya dan kesamaan hak sehinggah berdampak pada efisen dan 
efektif layanan yang didapatkan oleh masyarakat.  
 Akan tetapi dengan melihat banyaknya keluhan tentang adanya pembatasan 
layanan, penulis menilai ada respon yang diberikan oleh pihak imigrasi dengan 
diberlakukannya per 11 januari 2016 tentang layanan antrian berupa tidak 
ditetapkannya batasan kuota layanan dan hanya membatasi waktu akhir melayani 
pemohon dengan kata lain siapayang lebih dahulu datang mereka yang dilayani, hal 
tersebut juga disosialisasikan seperti pada gambar dibawah ini: 
Gambar V.2.1 
Sistem antrian per 11 januari 2016 
 
Sumber : kantor imigrasi kelas I Makassar 
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Melihat gambar tersebut,  penulis menilai bahwa upaya perbaikan dan 
pemberian layanan prima kepada masyarakat semakin menjadi perhatian khususnya 
di kantor imigrasi. Pentingnya mewujudkan pelayanan maksimal yang sesuai 
dengan UU nomor 25 tentang pelayanan publik semakin disadari oleh berbagai 
pihak dalam meberikan layanan di lingkup kantor imigrasi kota makassar. Dengan 
adanya perubahan sistem antrian ini penulis mengkonfirmasi kepada informan dari 
kantor imigrasi salah satu informan mengatakan bahwa : 
“sekarang itu sejak 11 januari diubah sistemnya ini aturan juga 
dikeluarkan biar masyarakat tidak merasa bahwa dibatasi layanannya 
seperti masukan-masukan masyarakat lainnya, kita lihatmi sendiri 
bagaimana sibuknya orang-orang imigrasi,  kemarin itu kita sampai 
melayani 200 an pemohon dan pegawai sampai jam 7 malam di kantor 
untuk selesaikan ini padahal kan kita tau jam kerja sampai jam 4 jadi 
mungkin kedepanya ada evaluasi – evaluasi lagi” (AG – 13 Januari 2016)  
 
 Kemudian, informan lain juga mengatakan bahwa: 
 
“kita juga serba dilematis dengan ini, jangan sampai dengan adanya ini 
aturan dianggap ada lagi batasan waktu karena cuma sampai jam 10, ini 
upaya imigrasi memberikan pelayanan karena dianggap Makassar padat 
dengan penduduknya apalagi ekonomi yang meningkat berbeda 
misalnya di kendari, kita disini kayak mataram yang terus didatangi orang 
wisatawan jadi sibuk pelayanannya jadi smoga dengan adanya sistem 
antrian ini lebih menyempurnakan lagi OSS”  (KM- 13 januari 2016) 
 
Mencermati hasil wawancara tersebut, penulis menilai bahwa penerapan 
sistem antrian per 11 januari ini merupakan kebijakan yang baik, sebagai rangkaian 
dari penerapan One Stop Service dalam pelayanan paspor. Karena dengan 
berjalanannya sistem OSS ini diharapkan output yang dihasilkan dalam hal ini 
layanan paspor lebih meningkat dari sebelumnya. Akan tetapi penulis mencermati 
dari hasil observasi bahwa dengan berlakukanya aturan ini, penulis menganggap 
adanya peran ekstra dari setiap pegawai yang melayani melebihi waktu layanan 
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yang diatur dalam perundang-undangan hal ini akan menjadi suatu ketimpangan jika 
dari sisi masyarakat terpenuhi sementara dari sisi pegawai atau penyedia layanan 
justru menjadi beban kerja yang semakin tinggi meskipun berlakunya pelayanan 
paspor terpadu dianggap dapat meminimalisirkan tenaga dalam melayanani. 
Selain itu, dalam mewujudkan pelayanan prima yang efesien dan efektif 
direktorat jenderal imigrasi melalui kantor imigrasi kelas I Makassar juga 
menerapkan pelayanan paspor online. Penggunaan teknologi informasi dalam 
melayani masyarakat dianggap menjadi langkah inovatif yang baik melihat pola 
perilaku masyarakat yang sudah melek akan teknologi. Pelayanan paspor online ini 
menjadi rangkaian dari sistem pelayanan paspor terpadu (SPPT) / One Stop Service 
(OSS) yang berlaku sejak 2014 yang lalu. Permohonan paspor online lebih 
memberikan  efesiensi waktu kepada pemohon karena tiap pemohon bisa mengisi 
form permohonan paspor via online di website www.imigrasi.go.id setelah mengisi 
form tersebut pemohon membayar di bank BNI via (teller/atm) dan menetukan 
jadwal kedatangan ke kantor imigrasi untuk memverifikasi berkas permohonan 
paspor. 
Dalam penyelenggaraannya permohonan paspor online ini menjadi program 
unggulan dalam pemberian layanan kepada masyarakat, seperti yang dikemukakan 
oleh salah satu informan bahwa : 
“jadi OSS ini selain kita memberikan penyederhanaan layanan bagi 
pemohon offline kita juga memberikan pelayanan via online, harapannya 
adalah untuk memberikan kepuasan layanan bagi tiap masyarakat 
karena dengan mengakses permohonan paspor online ini pemohon 
sudah bisa membayar langsung berbeda kalau permohonan offline, kalau 
offline kan nanti sudah foto,wawancara,sidik jari baru dicetak resi 
pembayaran nah kalau online itu sudah membayar dan datang ke kantor, 
nanti petugas loket yang verifikasi berkas” 
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Kemudian, lanjut informan yang sama bahwa : 
“…permohonan paspor online ini sudah sering kita sosialisasikan baik itu 
sosialisasi langsung tiap pagi dikantor, sosialisasi lewat media radio, 
cetak bahkan di web kita juga selalu sosialisasi.” (KM- 5 Januari 2016) 
 
 Mencermati hasil wawancara tersebut, penulis beranggapan sudah menjadi 
keharusan bagi setiap lembaga dalam menerapkan suatu program yang baru dalam 
pelayanan publik adalah proses komunikasi atau sosialisasi terhadap pogram 
tersebut. Proses sosialisasi program ini menjadi alur untuk menyampaikan informasi 
agar tiap pengguna layanan dapat memahami dan mengerti tentang program 
tersebut. Dari hasil observasi penulis, sosialisasi tentang program inovatif one stop 
service / pelayanan paspor terpadu, sudah berjalan sebagaimana yang dituturkan 
informan akan tetapi upaya pihak imigrasi kelas I Makassar dalam 
mensosialisasikan permohonan paspor online masih kurang mendapat respon yang 
baik dari masyarakat , sebagaimana yang dituturkan oleh informan sebagai berikut; 
“iya ku tauji kalau bisa urus paspor online, anakku jg sdh tanyaka tapi 
kendalaku itu saya ndk tauka pake internet jadi datangja langsung urus” 
(Dg.B – 5 januari 2016) 
 
Informan lainnya juga mengatakan bahwa : 
 
“..iya untuk paspor online saya sendiri sudah baca beritanya di koran, 
bagus sih kalau online tapi tidak terlalu yakinka kalau online makanya 
datang saja kesini lagi pula bagusji caranya melayani sapa tau kalau 
online ada salah dataku” (AA – 5 januari 2016) 
 
 Mencermati hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa permohonan 
paspor via online tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masyarakat 
menganggap layanan offline lebih memberikan kepastian  layanan dengan cara 
interaksi langsung dengan pegawai imigrasi kelas I Makassar dibandingkan dengan 
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via offline. Hal ini tentunya bisa menjadi perhatian lebih kepada pihak imigrasi kelas I 
Makassar untuk meningkatkan sosialisasi program baru kepada masyarakat. 
 Serangkaian dampak yang ada setelah berlakunya program inovatif yaitu 
pelayanan paspor terpadu (SPPT) / One Stop Service ini penulis beranggapan 
bahwa sesuai arahan best practise United Nation bahwa untuk menilai keinovatifan 
suatu program dilihat dari seberapa besar dampak positif yang dirasakan 
masyarakat, sehingga dalam proses penerapanya penulis menilai kantor imigrasi 
kelas I Makassar sudah inovatif dalam melayani dan sesuai apa yang diharapkan 
oleh tujuan dari program tersebut. 
 Indikator yang terpenuhi dengan adanya program ini diantaranya, terjadinya 
penyederhanaan layanan yang berdampak kepada efesiensi waktu dalam 
pengurusan hinggah pengambilan paspor jika pemohon itu layak mendapatkan 
paspor sesuai dengan aturan yang ada. Dari proses penyederhanaan itu pula terjadi 
peningkatan pengeluaran paspor tiap bulannya seperti pada table dibawah ini : 
TABEL V.2.1 
DATA PENGELUARAN PASPOR TH. 2013 s/d 2015 DI KANTOR 
IMIGRASI KELAS I MAKASSAR 
 
Tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
  2013 5204 6553 5549 5697 5522 6161 5720 3801 4584 4480 5148 5104 
2014 5841 5440 5026 8516 4346 3999 3975 5045 5171 5859 573 6100 
2015 6553 5814 5550 5960 6109 4764 4008 5945 4916 5339 5873 5295 
Sumber : Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Tahun 2016 
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 Dari data tersebut, menggambarkan peningkatan yang terjadi setelah 
diterapkannya sistem pelayanan paspor terpadu / One stop Service, meskipun 
peningkatannya terjadi pada bulan-bulan tertentu hal ini dikarenakan adanya momen 
tertentu untuk pemohon dalam mengurus paspor, misalnya mendekati tahu baru, 
bulan haji dan liburanan bagi pelajar.  
 Data tersebut menjadi bukti autentik tentang output yang dihasilkan  program 
OSS ini sehinggah penulis beranggapan bahwa program OSS ini sudah memberikan 
dampak yang baik bagi masyarakat dalam hal pelayanan paspor di kantor imigrasi 
kelas I Makassar. Semoga dampak positif itu dapat terus terjadi seiring berjalannya 
program One stop service. 
2. Kemitraan  
Menjadi suatu keharusan pada saat ini agar pemerintah dapat mewujudkan 
sistem pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu pemerintah dalam 
melaksanan pelayanan publik tidak lagi menganggap bahwa tugas layanan harus 
dilakukan sendiri melainkan perlu adanya kerja sama kepada pihak swasta dan 
masyarakat dalam menjalannya proses layanannya. Pemerintah sebagai pelayan 
publik, diharapkan mampu bekerja secara optimal dengan adanyanya sinergi 
dengan pihak non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. 
Sesuai arahan best practice united nation dalam konsep kemitraan bermakna 
sejauhmana kerjasama dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan 
(stakeholders) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang 
dikembangkan. Unsur ini mencerminkan unsur partisipasi masyarakat dalam 
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pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Penilaiaanya diukur dari 
sejauhmana tingkat kemitraan yang terjadi yaitu semakin tinggi tingkat kemitraan 
antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya, maka semakin baik level 
inovasi program tersebut. 
Berdasarkan hasil observasi penulis dalam menyelenggarakan program one 
stop service ini kerjasama yang dibangun dan paling nampak adalah kerjasama 
dengan perbankan dalam pembayaran pembuatan paspor, perbankan yang ditunjuk 
ialah Bank Nasional Indonesia (BNI).seperti yang dituturkan oleh salah satu 
informan bahwa: 
“kalau soal mitra tentu mitra kita adalah masyarakat itu sendiri tapi selain 
itu kita juga bermitra dengan bank BNI untuk pembayaran biar lebih efektif 
kalau soal lintas batas pasti kita bermitra dengan pemerintah setempat juga 
seperti lembaga kejaksaan, polri, kedutaan besar, KPK, dan selainya, dan 
mereka merespon positif setiap usaha baik kita” (TH-4januari 2016) 
Kemudian informan berbeda juga mengatakan bahwa : 
“mitra kita itu dalam proses OSS berjalan ini terlepas dari lintas batas kalau 
untuk alurnya sendiri kita kerja sama dengan bank BNI, jadi kalau dulu 
membayaranya di sini sekarang silahkan pemohon membayar dibank BNI” 
(KM-5 januari 2016) 
 Mencermati pernyataan informan tersebut, ini menegaskan bahwa dalam 
pelaksanaan program One stop service /  pelayanan paspor terpadu, direktorat 
jenderal imigrasi sudah menetapkan bank BNI (bank Nasional Indonesia) sebagai 
mitra dalam pembayaran paspor hal ini dianggap lebih baik untuk menghindari 
banyaknya keluhan masayarakat terkait calo dan keberagaman pembayaraan 
sehinggah pada saat ini pembayaran untuk pembuaatan paspor sebesar 355 ribu 
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rupiah, pembayaran ini bisa dilakukan baik itu di bank via teller ataupun ATM yang 
berada dekat dari lingkungan pemohon paspor. 
 Menanggapi upaya baik tersebut, informan dari pemohon paspor 
mengatakan bahwa : 
 “lebih bagusmi sekarang dek, dulu saya waktu pertama kali urus 
paspor 700 saya bayar disini tapi ini syukurnya bayar di bank mi orang 
jadi lebih mudah maki lagi” 
Lanjut dengan informan yang sama : 
“…..kalau seperti inimi yang terlaksana harusnya ada juga bank di 
lingkungan kantor, biar tidak susah – susahmi orang membayar diluar” 
(DN 4 januari 2016) 
Dari penuturan informan diatas, melalui pihak imigrasi beliau mengatakan bahwa : 
“kalau pembayaran di BNI untuk mencari perbankan di dalam lingkungan 
kantor memang tidak ada tapi kita sudah menyiapkan ATM BNI di 
halaman parkir kendaraan kantor imigrasi disitu ada satu ATM, saya kira 
kalau hanya untuk membayar ATM itu sudah cukup, lagi pula 
mekanismenya adalah setelah foto, wawancara dan sidik jari baru 
diperkenankan membayar bagi yang offline trus nanti datang kembali ke 
kantor untuk mengambil paspor jadi. Nah kalau seperti ini banyak 
pemohon yang lbh memilih untuk mebayar di dekat rumah pemohon jadi 
kurang yang menggunakan ATM di sini” (TH – 4 januari 2016) 
 Berdasarkan hasil temuan lapangan, kemitraan yang terjadi antara pihak 
perbankan dan imigrasi dalam menyelenggarakan OSS ini sudah berjalan dengan 
baik, dengan terselenggaranya keterbukaan publik dan kejelasan biaya dalam 
pembuatan paspor sehinggah unsur dan nilai dari trilogi good governance sudah ada 
dalam kemitraan ini, bahkan tidak hanya itu kemitraan ini pula sudah berjalan 
bersama dengan pihak pemerintah setempat serta masyarakat itu sendiri sebagai 
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pihak pengguna layanan. Hal ini memberikan gambaran bahwa adanya gaya 
manajemen partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. 
 Sementara itu, kemitraan yang terbangun dengan lembaga negara lainnya 
seperti BPK, KPK, Kejaksaan merupakan kerjasama dalam rangka penegakan 
hukum manakala pemohon dicekal melakukan pemberangkatan keluar negeri, maka 
pihak imigrasi dapat mencekal pemohon tersebut melalui undang-undang yang 
berlaku. Untuk kerjasama kemitraan dengan POLRI dan kedutaan tiap Negara 
sesuai hasil temuan penulis dari hasil wawancara, informan menuturkan bahwa 
kerjasama dengan pihak POLRI dan kedutaan setiap negara merupakan kerjasama 
yang sudah harus terlaksana dalam pengurusan paspor karena data biometrik 
pemohon yang diintegrasi secara massal melalui jaringan internet yang akan 
mengklarifikasi serta menverifikasi data pemohon jika pemohon benar-benar tidak 
tersangkut oleh hukum. Jika pemohon memenuhi syarat dan data sudah dinyatakan 
valid maka pihak imigrasi baru bisa menerbitkan paspor sesuai permohonan yang 
ada sebelumnya. 
3. keberlanjutan  
keberlanjutan suatu program yang memiliki dampak baik bagi masyarakat 
menjadi sangat penting, tentunya program bisa dilanjutkan jika unsur-unsur 
keberlanjutannya dapat terpenuhi. Sesuai arahan best practice united nation 
(persatuan bangsa-bangsa) bahwa keberlanjutan suatu program sangat tergantung 
dengan adanya daya dukung dari setiap unsur yang terkait seperti legislatif, 
eksekutif, masyarakat, teknologi, keuangan lingkungan serta SDM yang ada. 
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Program pelayanan paspor terpadu / One Stop Service ini sebagai program 
inovatif diharapkan dapat berlanjut, kalau berbicara tentang dukungan masyarakat 
tentunya program ini disambut baik oleh masyarakat karena lebih mempermudah 
masyarakat dengan indikator adanya peningkatan pemohon paspor yang dilayani 
oleh pihak imigrasi. Jika dari usur legislatif dan eksekutif salah satu informan 
menuturkan bahwa: 
“kalau keberlanjutan program OSS ini tentu sangat kami harapkan, 
terlebih program ini diterima dan direspon baik oleh masyarakat karena 
memang tujuan utama program ini adalah memberikan efesiensi dan 
efektivitas bagi lembaga dan masyarakat, kalau dukungan legislatif dan 
eksekutif itu sudah jelas adanya kita selalu koordinasi tentang hal ini 
apalagi pak gubernur sul-sel itu sudah sering mengajak kami untuk 
diskusi soal layanan karena dianggap bahwa model layanan OSS ini 
memliki lesson learned (pelajaran) bagi instasi-instasi lain” (TH- 4 Januari 
2016) 
 Dilihat dari segi dukungan, informan menjelaskan bahwa koordinasi antara 
pihak legislatif dan eksekutif tingkat daerah sudah berjalan sesuai apa yang 
diharapkan. Terkhusus pada pihak eksekutif koordinasi yang terus terjalin sangat 
tinggi dengan upaya bahwa semoga dengan kinerja kelembagaan seperti kantor 
imigrasi ini dapat memacu setiap instasi dalam memberikan layanan prima kepada 
setiap masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu dari segi sumber daya 
manusia, informan yang sama menuturkan bahwa : 
“untuk segi SDM kita dari pihak imigrasi tentu sudah memberikan 
pelatihan pengembangan sumber daya manusia bagi setiap pegawai 
sehinggah setiap pegawai sudah mengetahui tupoksi masing-masing, 
tidak mungkin kita tempatkan di loket jika tidak paham tugas begitu pula 
bagian lainnya” 
Kemudian informan yang sama menambahkan : 
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“untuk pelatihan yang kami berikan itu kita sudah atur secara berkala 
sesuai kebutuhan kita misalnya untuk menerapkan OSS sebelum itu 
berlakukan kita sudah jauh hari sudah mengadakan pelatihan kepada 
setiap pegawai” (TH 4 januari 2016) 
 Mencermati pernyataan tersebut, kesiapan pihak imkgrasi kelas I Makassar 
dari segi sumber daya manusia dianggap sudah layak dalam menjalankan tugasnya 
masing-masing, hal ini juga yang penulis dapatkan dilapangan bahwa pemahaman 
tentang OSS sudah merata kepada setiap pegawai, sehinggah setiap pegawai bisa 
dimintai pernyataan jika berbicara tentang One Stop Service. Adanya pelatihan bagi 
pegawai secara berkala dianggap pula menjadi modal penting dalam 
mengembangkan sumber daya manusia agar pemahaman tentang nilai dan sasaran 
suatu program itu sampai kepada setiap pegawai kantor imigrasi kelas I Makassar. 
 Dari sisi keberlanjutan program pelayanan paspor terpadu / One Stop 
Service yang dilihat paling penting adalah kesiapan sarana, prasaran dan teknologi. 
Karena pada penyelenggaran pelayanan paspor mulai dari input, proses dan 
outputnya itu dilakukan oleh teknologi yang terintegrasi satu dengan lainnya.   
 Salah satu informan menuturkan bahwa : 
“kalau sarana prasarana dikantor ini kita anggap sudah layak, seperti 
ruang tunggu itu kami bagi ada ruang tunggu orang asing ada juga untuk 
WNI, temapt informasi, loket layanan, ruang foto juga ada 7 di lantai 
dasar dan 3 lantai dua semuanya itu untuk memberikan kenyman dan 
ketertiban bagi pemohon paspor”     
Kemudian informan yang sama menambahkan : 
“tentunya dari sarana dan prasarana tersebut kita akui sampai saat ini 
kita masih terkendala dengan kualitas jaringan internet, padahal ini 
komponen penting untuk melaksanakan pelayanan paspor, karena kalau 
ada masalah dengan jaringan maka kita bisa memakan waktu lama 
dalam melayani paspor usaha kita memecahkan masalah itu ialah 
koordinasi dengan PT Telkom di tingkat wilayah” (TH 4 Januari 2016) 
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Memang kendala yang masih sering dihadapi dari banyaknya pemohon yang 
dilayani oleh pihak imigrasi adalah tentang kualitas jaringan. Karena dari hasil 
observasi lapangan setiap informan dari pihak imigrasi saat ditanya tentang kendala 
yang dihadapi jawaban yang mereka katakan adalah kendala jaringan. Akan tetapi 
setiap masalah jaringan itu terjadi pihak imigrasi dengan cepat merespon dengan 
mengkomunikasikan dengan masyarakat tentang kendala tersebut sambil 
memastikan bahwa hal itu dapat ditangani oleh PT Telkom sebagai penyedia 
jaringan. 
Meskipun program OSS ini masih terkendala pada jaringan dalam pelayanan 
paspor tetapi dari delapan unsur (masyarakat, dukungan legislatif, eksekutif, SDM, 
teknologi, sumberdaya keuangan, sarana dan prasarana, serta dukungan 
lingkungan) untuk mendukung keberlanjutan suatu program yang inovatif, sudah ada 
beberapa indikator yang dianggap layak menjadi dasar untuk dilanjutkannya 
program ini dengan terus berupaya memperbaiki masalah – masalah yang masih 
sering muncul dari pelaksanaan program inovatif ini. 
V.2 Pembahasan hasil penelitian 
 Secara umum penerapan program pelayanan paspor terpadu / one stop 
service sudah terlaksana dengan baik meskipun masih ada keluhan mengenai 
program pelayanan paspor ini dibeberapa sektor. Program pelayanan paspor 
terpadu / one stop service ini dianaggap menjadi sebuah inovasi sistem dan layanan 
dengan adanya perubahan desain layanan yang lebih menyederhanakan pelayanan 
pembuatan paspor dari sebelumnya. 
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 Sistem pelayanan paspor terpadu ini merupakan hasil desain dari direktorat 
jenderal imigrasi yang diterapkan oleh setiap kantor imigrasi yang ada di indonesia 
termasuk yang ada di Sulawesi selatan melalui kantor imigrasi kelas I Makassar. 
 Terkait keinovatifan dari suatu program, melalui best practice yang 
dikemukakan oleh UN ( United Nation) diakatakan bahwa untuk menilai apakah 
program tersebut inovatif ada beberapa indikator yang menjadi fokus penilitian 
penulis diantaranya (1) dampak, merupakan hasil dari adanya inovasi, sejauhmana 
inovasi itu memeberikan manfaat positif baik itu kepada masyarakat maupun pada 
lembaga itu sendiri. (2) kemitraan, yang berarti bahwa bagaimana cara suatu 
program yang inovatif bermitra dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan 
pihak swasta dalam menyukseskan penerapan program tersebut. (3) keberlanjutan, 
tentunya suatu program yang inovatif dapat dinilai baik manakala program itu bisa 
berlanjut dengan memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai indikator program 
tersebut bisa dilanjutkan. 
 Terkait fokus penelitian tersebut, penulis melakukan observasi dilapangan 
dengan mengunakan metode wawancara langsung kepada setiap informan yang 
telah ditentukan sebelumnya. Berikut pembahasan dari hasil temuan penulis 
dilapangan. 
1. Dampak 
Untuk menilai apakah program inovatif ini berhasil diterapkan di 
kantor imigrasi maka yang paling pertama untuk dikaji menurut best practice 
United Nation adalah dari segi dampak. Dampak dari program tersebut tidak 
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hanya dilihat pada dampak yang terjadi pada lembaga tapi juga dilihat dari 
dampak yang dirasakan oleh masyarakat, semakin masyarakat mendapatkan 
manfaat positif pada program itu maka semakin inovatif lah suatu program. 
Dari hasil temuan penulis, penulis melihat bahwa dari segi dampak 
kelembagaan, dengan adanya program one stop service ini lebih 
memudahkan kepada setiap pegawai dalam melayani pemohon karena 
pelayanan tidak lagi berpusat pada satu titik melainkan terus berjalan 
sehinggah pegawai lebih produktif dalam melayani terlebih lagi dengan 
meningkatnya pemohon paspor ditiap bulan-bulan tertentu. 
Sementara untuk dampak dari sisi masyarakat, secara umum sudah 
baik dengan melihat indikator kepastian waktu dan kepastian layanan yang 
diberikan oleh pihak imigrasi. Melalui program OSS ini masyarakat lebih 
diberikan efesiensi waktu dengan hanya datang sebanyak dua kali ke kantor 
imigrasi dalam mengurus paspor karena adanya penyederhanaan layanan, 
yang dulunya masyarakat harus datang tiga kali sekarang cukup dua kali 
saat mengajukan permohonan dan saat pengambilan paspor. 
Sejalan dengan keberhasilan tersebut tentunya yang masih perlu 
mendapatkan perhatian serius kedepannya adalah sosialisasi terkait 
pemohonan paspor online karena dari hasil temuan penulis meskipun pihak 
imigrasi sudah sering melakukan sosialisasi akan tetapi belum terjadi 
transformasi pengetahuan kepada masyarakat sehinggah masyarakat masih 
menilai bahwa pelayanan offline masih lebih baik dari pengurusan online. 
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Selain itu, melalui hasil tenemuan penulis terkait sistem antrian 
penulis beranggapan bahwa perlunya analisis dan evaluasi terhadap 
pemberlakuan aturan antrian baru per 11 januari 2016, menurut hemat 
penulis meskipun kebijakan baru ini dianggap menjadi respon kritikan 
masyarakat akan tetapi dari hasil temuan penulis, peneliti menemukan 
adanya ketimpangan antara pengunaan SDM pegawai dalam hal melayani, 
serta tidak berlakunya aturan kuota layanan dianggap menjadi celah 
menciptakan ketidak teraturan.  
Berdasarkan arahan best practice united nation bahwa jika program 
tersebut berdampak positif kepada masyarakat  maka output yang dihasilkan 
adalah produktifitas layanan, oleh sebab itu dari hasil observasi penulis 
beranggapan bahwa sistem antrian dengan menggunakan sistem 
pembatasan kuota dianggap sudah relevan dengan mengakumulasi jumlah 
pegawai / petugas loket dimasing-masing bidang, mulai dari loket 
permohonan, loket wawancara,sidiki jari dan loket foto. 
Berlakunya aturan pembatasan kuota akan berjalan maksimal jika 
ada komunikasi dan koordinasi kepada setiap pihak, baik itu kepada 
penguna layanan maupun pihak imigrasi dalam memberikan informasi terkait 
alasan pembatasan kuota layanan. Menggunakan sistem antrian serta 
pembatasan kuota akan memberikan keteraturan dalam pelayanan paspor, 
olehnya itu pihak imigrasi dalam melaksanakan layanan harus sesuai 
prosedur yang ada yaitu pelayanan paspor mulai dibuka sesuai jam 
kantor.Perlunya ketegasan bagi pihak imigrasi dalam hal sistem antrian agar 
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tidak terjadi kesalah pahaman antar pengguna layanan menjadi faktor 
penting karena dengan melihat pengguna layanan yang begitu banyak, 
kendala-kendala yang kecilpun akan mempengaruhi efektif dan efesiensi 
layanan termasuk sistem antri. 
Melalui pandangan tersebut, jika melihat dari indikator dampak yang 
dikemukakan oleh best practice united nation perubahan yang baik dari 
adanya program inovatif one stop service / pelayanan paspor terpadu ini 
tidak hanya dirasakan oleh masyarakat melainkan juga dirasakan oleh 
lembaga sebagai penyedia jasa, adanya peningkatan pemohon paspor tiap 
bulannya sebagaimana yang telah ditunjukkan tabel diatas serta efektif dan 
efesiensi suatu layanan. Bagi kelembagaan produktifitas kerja pegawai 
menjadi dampak yang baik setelah berlakunya program One Stop service ini, 
olehnya itu secara umum untuk indikator dampak sudah terlaksana dengan 
baik. 
2. Kemitraan  
Konsep dari suatu program inovatif adalah program yang mampu 
menkorelasikan antara semua stakeholder yang dapat mendukung 
tercapainya tujuan dari program inovatif itu. Sehinggah dalam pelaksanaan 
program one stop service, sesuai best practice yang dirumuskan oleh united 
nation (persatuan bangsa-bangsa) program yang baru dianggap inovatif 
dinilai dari sejauh mana lembaga pelayan publik itu bermitra dalam 
menyelenggarakan program tersebut. 
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Sementara dalam konsep good governance untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik yang harus diperhatikan adalah keterlibatan 
pihak masyarakat dan pihak swasata dalam memberikan pelayanan 
publik.Sejalan dengan konsepsi tersebut praktik yang terjadi di kantor 
imigrasi kelas I Makassar terkait mitra dalam menyelenggarakan OSS sejauh 
ini dianggap baik dengan bermitra bersama pihak perbankan dalam 
pembayaran paspor. 
Pergeseran pola layanan ini semakin memberikan maanfaat positif 
kepada masyarakat sehinggah masyarakat tidak lagi takut dengan adanya 
calo dan bervariasinya bayaran yang dibebankan oleh pemohon seperti yang 
dikeluhkan pada bab sebelumnya, karena biaya administrative dalam 
pembuatan paspor sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. 
Kemitraan yang ada dalam menerapkan OSS ini tidak hanya dengan 
perbankan selain itu pihak imigrasi juga bermitra dengan POLRI, Kejaksaan, 
KPK, dan lembaga lainnya yang dianggap memliki wewenang dalam 
mencegah Warga Negara Indonesia bepergian keluar negeri jika bermasalah 
dengan kasus pidana maupun perdata. Dari banyaknya kemitraan yang 
terbangun dalam mewujudkan sistem pelayan paspor ini maka secara 
konsepsi yang dirumuskan oleh United Nation untuk variable kedua secara 
keseluruhan dianggap sudah baik, tinggal bagaimana pihak imigrasi dapat 
melakukan penyempurnaan kedepannya. 
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3. Keberlanjutan 
Harapan dari adanya inovasi suatu program adalah semoga program 
itu dapat berlanjut kedepannya sehinggah keberlanjutan suatu inovasi 
menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Keberlanjutan ini tak lepas dari 
adanya dampak positif yang terjadi pasca diterapkannya suatu program dan 
kemitraan yang terjalin dalam menyukseskannya. 
Sesuai arahan best practice United nation (persatuan bangsa-
bangsa) bahwa kriteria keinovatifan suatu program jika dilihat dari unsur 
keberlanjutan maka harus memenuhi beberapa indikator yaitu adanya 
dukungan dari legislatif, eksekutif, sarana dan prasaran serta teknologi. 
Suatu program yang inovatif dapat dilanjutkan apabila program tersebut 
dapat memenuhi bebrapa indikator tersebut, sehinggah dari hasil penelitian 
penulis, penulis menemukan bahwa dari segi dukungan terhadap legislatif 
dan eksekutif keduanya memberikan dukungan positif terkhusus kepada 
eksekutif dari hasil temuan penulis, pihak imigrasi kelas I Makassar dalam 
menjalannkan proses inovasi layanan ini selalu berkoordinasi dengan kepala 
daerah tingkat satu dalam hal ini gubernur Sulawesi-selatan dalam 
melaksanakan pelayanannya, karenadianggap bahwa adanya pelajaran yang 
baik dari kantor imigrasi bagi lembaga pemerintah lainnya. 
Berkaitan dengan itu untuk kesediaan dari sarana dan prasaran yang 
ada dikator imigrasi secara umum sudah layak dan baik sesuai dengan 
standar pelayanan prima dengan menyediakan ruang tunggu yang nyaman, 
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ruang informasi, loket layanan, ketersediaan komputer dan peralatan 
biometrik yang cukup sehigga dianggap bahwa dari indikator ini secara 
kesulurah sudah baik.  
Beberapa indikator keberlanjutan suatu program sudah terpenuhi 
dengan baik yang masih menjadi kendala ada dari sisi teknologi layanan 
yang terintegrasi oleh jaringan. Ganguan jaringan selalu menjadi kendala 
yang kerap memperlambat kinerja layanan yang diberikan pihak imigrasi. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa jaringan yang tersedia di Indonesia termasuk 
Makassar tidak sama dengan kualitas jaringan yang ada dinegara tetangga 
seperti singapura dan Australia. Olehnya itu dari hasil penelitian penulis, 
pihak imigrasi tidak bisa bertindak lebih jika masalah jaringan muncul kecuali 
dua hal yaitu mengkomunikasikan kepada pemohon melalui informasi dan 
koordinasi dengan pihak penyedia jaringan dalam hal ini PT. TELKOM 
INDONESIA. 
Sementara untuk dukungan dari sumber daya manusia, kantor 
imigrasi dalam proses berjalannya sudah selalu melakukan penyegaran 
dengan adanya mutasi bagi pegawai tentunya sumber daya manusia yang 
tempatkan sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing terlebih 
lagi adanya program berkala yang selalu memberikan pelatihan-pelatihan 
bagi setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 
Dari beberapa indikator tersebut, secara garis besar program one 
stop service ini menjadi program yang layak untuk dilanjutkan tentunya 
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dengan terus terjadi perbaikan atas masalah-masalah yang muncul seperti 
masalah ganguan jaringan. 
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.1 KESIMPULAN 
 Dengan melihat hasil observasi penulis, maka ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan pelayanan paspor terpadu (SPPT) / one stop service  sudah berjalan 
dengan baik, hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat dalam mengurus paspor 
dan respon masyarakat terkait dengan program layanan one stop service ini. Selain 
itu pula pelaksanaan yang berdasarkan dengan standar operasional prosedur 
menjadikan inovasi program ini lebih terarah dan tepat sasaran. Namun diantara 
keberhasilan program layanan paspor online dan offline, penulis menemukan masih 
kurangnya minat masyarakat untuk mengakses layanan online dalam pembuatan 
paspor karena pemohon menilai bahwa interaksi langsung dengan pihak imigrasi 
melalui offline masih terbilang efektif dan efesien ketimbang dengan pengurusan 
online yang dianggap rentang dengan kesalah pengimputan data. 
 Dari segi kriteria inovatif suatu program pelayan paspor terpadu / one stop 
service ini disimpulkan bahwa program ini sudah pada tahap inovatif, walaupun ada 
kriteria yang masih memiliki kendala. Berikut pemaparan setiap simpulan dari kriteria 
tersebut : 
1. Dampak  
Untuk indikator dampak  dapat disimpulkan bahwa pelayanan paspor 
terpadu / one stop service  di kantor imigrasi kelas I Makassar sudah 
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memberikan dampak yang baik terhadap kepastian waktu, kepastian biaya 
dan kepastia layanan bagi setiap pemohon. Selain itu pula program ini 
memberikan dampak positif kepada kelembagaan yang lebih produktif baik 
dalam kinerja setiap pegawai maupun dari output layanan yaitu pengeluaran 
paspor. 
2. Kemitraan  
Dari segi kemitraan, pelayan paspor terpadu / one stop service di 
kantor imigrasi kelas I Makassar sudah berjalan dengan baik pula, hal ini 
dibuktikan dalam pelaksanaan program ini pihak imgrasi kelas I Makassar 
tidak hanya menganggap bahwa pelayan publik itu dilakukan sendiri 
melainkan sudah melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam 
melaksanaan program tersebut. Hal ini pula sejalan dengan konsepsi trilogi 
good governance. 
3. Keberlanjutan  
Untuk indikator keberlanjutan, dukungan untuk program pelayan 
paspor terpadu / one stop service baik itu dari legislatif, eksekutif, sdm, saran 
dan prasaran serta teknologi sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan 
adanya sikap pro aktif dari masing-masing unsur legislatif terlebih eksekutif 
yang slalu menjaga koordinasi antara kedua belah pihak. Selain itu pula 
sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang 
berkualitas serta kompeten dibidangnya menjadi modal dalam keberlanjutan 
suatu program yang inovatif. Namun yang perlu mendapat perhatian serius 
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adalah langkah-langkah untuk mengatasi adanya masalah terhadap jaringan 
dalam melayani pemohon agar terjadi efektif dan efesiensi suatu layanan. 
V.2 Saran 
 Berdasarkan  kesimpulan diatas, maka penulis merumuskan saran-saran 
terkait penelitian program inovatif one stop service dikantor imigrasi kelas I 
Makassar sebagai berikut: 
1. Kepada pengguna layanan disarankan lebih memperhatikan aturan yang ada 
dalam pelayanan paspor mulai dari berkas pemohon, sistem antrian yang 
berlaku sampai pengambilan paspor. 
2. Kepada para pemegang kebijakan dalam pelayanan paspor disarankan 
untuk terus melakukan pemberdayaan sumber daya manusia tentang inovasi 
pemlayanan pasporserta pelibatan masyarakat dalam proses pengembangan 
program one stop service / Pelayanan paspor terpadu. 
3. Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti 
lainnya diharapkan untu mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan 
menggunakan wilayah lebih luas, sampel yang lebih banyak dan 
menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks. 
V.3 Implikasi  
Penelitian ini telah menunjukkan bahwa program one stop service 
/Pelayanan Paspor Terpadu (SPP) dalam proses berjalannya telah menunjukkan 
perubahan yang positif baik itu kepada masyarakat maupun lembaga penyedia 
jasa. Dengan demikian melihat program inovatif ini memberikan maanfaat yang 
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baik maka program ini layak dilanjutkan sebagai inovasi pelayanan dalam 
pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas I Makassar. 
Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi, antara lain: 
1. Implikasi Teoritis 
Kantor imigrasi kelas I Makassar melalui koordinasi dengan direktorat 
jenderal imigrasi berupaya memberikan pelayan prima kepada setiap masyrakat 
dalam pembuatan paspor. Oleh karena itu kajian-kajian tentang pelayanan publik 
menyebutkan konsep pelayanan prima yang terkini adalah konsep pelayanan 
terpadu sebagaimana yang dijabarkan dalam undang-undang. Konsep 
pelayanan terpadu ini kemudian oleh direktorat jenderal imigrasi menjabarkan 
menjadi program yang inovatif yaitu penyederhanaan layanan yang lebih dikenal 
one stop service. Penelitian ini pula berimplikasi, bahwa dalam menjawab 
permaslaahan berkaitan dengan inovasi pelayanan paspor dapat digunakan 
instrument best practice united nation  (UN 2007) dengan indikator 1). Memiliki 
dampak yang dapat ditunjukkan dan didemostrasikan dalam meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat; 2) merupakan hasil dari kerjasama yang efektif 
antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil; dan 3) berkelanjutan 
secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. 
2. Implikasi Akademis 
 Bagi kalangan akademisi / pihak-pihak yang berkepentingan : 
a. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan serta 
melengkapi literatur mengenai inovasi pelayanan paspor. 
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b. Berbagai kendala yang terungkap dalam penelitian ini juga dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 
penelitian selanjutnya.  
3. Implikasi praktis 
  Setelah berlakunya program one stop service di kantor imigrasi kelas 
I Makassar, tentunya dalam proses penerapannya masih memiliki kendala, 
meskipun dinilai bahwa program one stop service berhasil dan layak 
dilanjutkan. Penelitian ini berimplikasi kepada kantor imigrasi kelas I 
Makassar : 
a. Membuat regulasi tentang sistem antrian, pembatasan kuota 
dengan memperhatikan jumlah sumber daya manusia (pegawai) 
yang melayani dalam pembuatan paspor, agar tercipta 
keteraturan, efesiensi dan efektifitas suatu layana 
b. Meningkatkan sosialisasi layanan paspor online agar terjadi 
kesama pahaman kepada masyarakat sehinggah lebih 
memberikan efektif dan efesiensi suatu layanan. 
c. Menigkatkan koordinasi dengan pihak penyedia layanan jaringan 
agar masalah jaringan bisa teratasi sehingga lebih 
mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat. 
d. Meningkatkan kinerja dengan mendahulukan keramahan dalam 
melayani, professional, responsive, integritas serta bekerja sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan. 
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